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Carina Mutiara Pramudyawardani, 2010. PENYELESAIAN WANPRESTASI 
DALAM PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN HAK 
TANGGUNGAN DI “MITRA MAYAPADA USAHA” DI SURAKARTA. 
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui substansi materi mengenai 
prosedur penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan Hak 
Tanggungan serta permasalahan-permasalahan yang timbul dalam perjanjian 
kredit tersebut di Mitra Mayapada Usaha di Surakarta dan cara mengatasinya. 
Penelitian ini menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif tentang 
penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit menggunakan jaminan Hak 
Tanggungan di Mitra Mayapada Usaha di Surakarta dengan menggunakan analisis 
data kualitatif. Data tersebut penyusun kumpulkan dengan melakukan wawancara 
tipe terstruktur, penelitian kepustakaan dengan sumber data sekunder dan tersier, 
kemudian dengan analisis isi terhadap sumber data sekunder. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa sebagai bantuan untuk 
mengembangkan suatu usaha, fasilitas kredit sangat diperlukan dalam hal 
penambahan modal. Untuk kemudahan dalam memperoleh kredit tersebut. Tanpa 
adanya jaminan kredit, dana yang akan dikeluarkan menjadi sulit karena 
menyangkut keamanan pengembalian kredit. Mitra Mayapada Usaha di Surakarta 
merupakan salah satu mitra usaha yang memberikan fasilitas kredit dengan 
jaminan Hak Tanggungan. Kadang terjadi kesulitan di dalam prektek 
pengembalian kredit oleh pihak debitur meskipun dalam perjanjian kredit tersebut 
telah memakai jaminan, atau debitur melakukan Wanprestasi. Wanprestasi sering 
terjadi karena kesengajaan dari pihak debitur sendiri, misalnya debitur dengan 
sengaja tidak melakukan prestasi yang sudah diperjanjikan diawal atau memang 
debitur dalam keadaan yang tidak memungkinkan baginya melakukan prestasi 
karena suatu hal tertentu misalnya terkena bencana alam yang menyebabkan 
seluruh harta kekayaannya habis tertelan alam. Jika kredit macet/wanprestasi itu 
terjadi, Mitra Mayapada Usaha melakukan pendekatan-pendekatan kepada debitur 
dengan memberikan pengarahan agar debitur mau melakukan prestasinya dengan 
membayar angsuran tepat pada waktunya, bila dengan cara pendekatan tidak 
membuahkan hasil, maka pihak Mitra Mayapada Usaha memberikan peringatan 
dan kelonggaran waktu sampai batas waktu tertentu. Jalan terakhir yang ditempuh 
oleh Mitra Mayapada Usaha adalah melakukan penarikan barang jaminan apabila 
sampai batas waktu kelonggaran habis tidak diindahkan oleh debitur yang 
wanprestasi. 





Carina Mutiara Pramudyawardani, 2010. THE VIOLATION SETTLEMENT 
IN CREDIT AGREEMENT WITH BAIL IN “MITRA MAYAPADA 
USAHA” IN SURAKARTA. Law Faculty of Surakarta Sebelas Maret 
University 
This research aims to find out the material substance concerning the 
procedure of settling violation in credit agreement with Bail as well as the 
problems occurring in such credit agreement in Mitra Mayapada Usaha in 
Surakarta and the ways of coping with them. 
This study belongs to a descriptive research about the violation settlement 
in credit agreement with Bail as well as the problems occurring in such credit 
agreement in Mitra Mayapada Usaha in Surakarta using qualitative data analysis. 
The data was collected using structured interview, library research with secondary 
and tertiary data source with content analysis on the secondary data source. 
Considering the result of research it can be found that as an aid to develop 
a business, credit facility is really needed in the term of capital expansion in order 
to facilitate the credit receiving. Without the bail, the fund will be difficultly 
issued because it concerns the credit taking security. Mitra Mayapada Usaha in 
Surakarta is one of business partners giving credit (loan) facility with the bail. 
Sometimes there is difficulty in the practice of returning the loan in the debtor 
party despite the bail, or debtor violates the agreement. Such violation is 
frequently because the debtor deliberateness, for example the debtor deliberately 
does not do the performance agreed initially or the debtor is in a condition not 
enabling him/her to do such performance because of a certain thing for example 
exposed to natural disaster so that his/her entire wealth exhausted. If such non 
performing loan/violation occur, Mitra Mayapada does some approaches to the 
debtor by giving the debtor education in order to do his/her performance by 
paying the installment timely, if this approach is not successful, Mitra Mayapada 
Usaha gives warning and time allowance until certain limit. The final measure 
taken by Mitra Mayapada Usaha is to withdraw the bail if up to the due time the 
debtor still does violation. 
 







Jika sebagian kamu mempercayai sebagaian yang lain, maka 
hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) 
dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah tuhannya. 
- Q.S. al-Baqoroh: 283   - 
 
Jangan pernah merasa putus asa dalam menghadapi masalah, 
karena kalau kita percaya akan diri kita sendiri maka kita akan 
sanggup untuk menghadapinya. 
- Ibu tercinta   - 
 
 
Tidak akan ada masalah yang tidak bisa dihadapi dan dilalaui, 
semua persoalan pasti ada jalan keluar karena allah itu maha 
adil lagi maha peyayang. 













Karya kecil ini penulis dedikasikan untuk : 
· Orang tuaku tercinta yang tiada 
henti-hentinya memberikan kasih 
sayangnya dan semangat serta 
dorongan baik moril maupun materiil. 
· Suami dan anaku tercinta yang 
selalu memberi dukungan. 
· Ibu pembimbing-pembimbing skripsi 
yang sudah membantu saya dalam 
membuat tugas akhir ini. 
· Bapak-bapak dan ibu-ibu dosen 
pengajar yang telah memberikan 
ilmunya kepada saya. 




assalamu’alaikum Wr. Wb. 
Puji syukur penyusun panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah 
melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, penyusun dapat mengerjakan tugas 
terakhir yang telah sekian lama membutuhkan kata akhir, dan selama itu pula 
merupakan proses pembelajaran, pendewasaan, serta penentuan jati diri, sehingga 
penulisan hukum dengan judul “PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM 
PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN DI 
“MITRA MAYAPADA USAHA” DI SURAKARTA” yang disusun dalam 
rangka memenuhi salah satu syarat guna mencapai gelar kesarjanaan di bidang 
ix 
 
Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta 
terselesaikan sudah. 
Dari lubuk hati yang paling dalam pula, penyusun mengucapkan 
terimakasih yang tiada terhingga atas bantuan, nasihat, bimbingan dan 
dorongannya yang tiada ternilai dari semua pihak yang membantu penyusun 
menyelesaiakan penulisan hukum sebagai tugas akhir dari penyusun, kepada 
semua pihak yang terlibat dalam penulisan hukum ini yaitu: 
1. Bapak Moh. Jamin, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 
Sebelas Maret Surakarta. 
2. Ibu Ambar Budi S, S.H., M.Hum selaku Ketua Bagian Keperdataan Fakultas 
Hukum Universitas Sebelas maret Surakarta dan Pembimbing I yang telah 
memberikan bimbingan, bantuan dan saran-saran hingga terselesainya skripsi 
ini. 
3. Ibu Diana Tantri, S.H, M.Hum selaku Pembimbing II yang telah bersedia 
meluangkan waktunya guna memberikan bimbingan, pengarahan, saran guna 
menyelesaikan skripsi ini. 
4. Dr. I. Gusti Ayu Ketut RH, S.H.,M.M. selaku Pembimbing Akademik yang 
bersedia membimbing serta memberikan motivasi sehingga penyusun dapat 
menyelesaikan penyusunan skripsi ini. 
5. Bapak Yuli selaku pimpinan area Mitra Mayapada Usaha (MMU) Surakarta 
yang telah memberikan izin kepada penyusun untuk mengadakan penelitian. 
6. Para staf dan karyawan Mitra Mayapada Usaha (MMU) yag telah banyak 
membantu penuyusunan selama mengadakan penelitian. 
7. Ibu Noor Saptanti, S.H, M.H selaku Notaris dan PPAT yang telah membantu 
penyusun dalam menyusun hingga terselesainya skripsi ini. 
8. Semua pihak yang tidak dapat penyusun sebutkan satu per satu yang telah 
memberikan bantuan dalam penyusunan penulisan hukum (skripsi) ini. 
Semoga segala bantuan dari Bapak/ibu/saudara yang telah diberikan kepada 
penyusun akan mendapatkan imbalan yang berlipat-lipat dari Allah SWT. Amin. 
x 
 
Penyusun juga menyadari bahwa penulisan hukum (skripsi) ini tidak 
terlepas dari kekurangan-kekurangannya, untuk itu dengan segala kerendahan hati 
segala ktitik dan saran yang sifatnya membangun sangat penyusun harapkan. 
Akhirnya harapan penyusun semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita 
semua. 
Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 
 
Surakarta,        Juli 2010 
             Penyusun 
 
        Carina Mutiara P 







HALAMAN JUDUL ..................................................................  i 
HALAMAN PERSETUJUAN ………………………………..  ii 
HALAMAN PENGESAHAN………………………………….  iii 
PERNYATAAN ……………………………………………..…  iv 
ABSTRAK ……………………………………………………...  v 
HALAMAN MOTO …………………………………………....  vii 
HALAMAN PERSEMBAHAN ……………………………….  viii 
KATA PENGANTAR ………………………………………....  ix 
DAFTAR ISI ……………………………………………………  xi 
xi 
 
BAB I  PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang ………………………………  1 
B. Perumusan Masalah …………………………  2 
C. Tujuan Penelitian ……………………………  2 
D. Manfaat Penelitian …………………………..  4 
E. Metode Penelitian …………………………...  5 
1. Jenis Penelitian …………………………...  6 
2. Sifat Penelitian …………………………...  6 
3. Pendekatan Penelitian ……………………  6 
4. Jenis Data dan Sumber Data ……………..  6 
5. Teknik Pengumpulan Data ……………….  7 
6. Teknik Analisis Data …………………….  7 
7. Sistematika Penulisan Hukum ……………  8 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian …………  11 
1. Pengertian Perjanjian ……………………...  11 
2. Syarat Sahnya Perjanjian ………………….  13 
3. Asas-Asas Perjanjian ………………………  13 
4. Berakhirnya Perjanjian …………………….  14 
B. Tinjauan Umum Tentang Jaminan ……………  15 
1. Pengertian jaminan ………………………...  15 
2. Bentuk-Bentuk jaminan ……………………  16 
3. Macam-Macam Jaminan …………………..  18 
C. Tinjauan Umum 
Tentang Wanprestasi ………..  21 
1. Pengertian 
Wanprestasi …………………….  21 
2. Bentuk dan 
Wujud Wanprestasi ……………  22 
3. Akibat Hukum 
yang Timbul dari wanprestasi  22 
xii 
 
D. Tinjauan Umum 
Tentang Kredit ……………….  23 
1. Pengertian Kredit 
……………………………  23 
2. Unsur-Unsur 
Kredit …………………………  25 
3. Macam-Macam 
Kredit ………………………  25 
E. Tinjauan Umum 
Tentang Hak Tanggungan ……  27 
1. Pengertian Hak 
Tanggungan ………………...  27 
2. Asas-asas hak 
Tanggungan ………………….  28 
3. Obyek Hak 
Tanggungan …………………….  30 
4. Subyek Hak 
Tanggungan ……………………  31 
5. Proses 
Pembebanan Hak tanggungan ……….  32 
6. Isi Akta 
Pemberian Hak Tanggungan ……….  32 
7. Surat Kuasa 
Membebankan Hak Tanggungan   33 
8. Peralihan hak 
tanggungan …………………...  33 
9. Hapusnya Hak 
Tanggungan …………………  34 
BAB III              HASIL PENELITIAN dan PEMBAHASAN 
A. Deskripsi Lokasi MMU ……………………..  36 
1. Sejarah Berdirinya MMU ………………..  36 
xiii 
 
2. Fungsi MMU …………………………….  38 
3. Rencana Bisnis MMU …………………...  39 
B. Prosedur Penyelesaian Wanprestasi dalam 
Perjanjian Kredit menggunakan Jaminan Hak  
Tanggungan di MMU ………………………… 43 
1. Syarat-Syarat Pengajuan Kredit di MMU ..  43 
2. Hak dan Kewajiban Para Pihak …………..  44 
3. Proses Pembebanan Hak Tanggungan ……  46 
4. Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian 
Kredit di MMU …………………………..  50 
C. Permasalahan yang Timbul dalam Perjanjian  
Kredit menggunakan Hak Tanggungan dan cara 
Mengatasinya di MMU……………………….  54 
1. Permasalahan yang Timbul dalam Perjanjian 
Kredit dengan Menggunakan Hak Tanggu 
ngan di MMU ……………………………... 54 
2. Cara untuk Mengatasi Permasalah Akibat  
Wanprestasi di MMU ……………………… 55 
BAB IV SIMPULAN dan SARAN 
A. Simpulan ………………………………………. 57 





BAB I. PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
 
Perkembangan ekonomi di negara Indonesia mempunyai dampak positif 
yang menunjukkan arah yang semakin menyatu terhadap ekonomi global, regional 
maupun lokal. Di sisi lain setelah adanya krisis mengalami kemunduran berupa 
pengecilan pendapatan nasional, turunnya investasi secara drastis, kebangkrutan 
sektor-sektor Perbankan. Kerusakan luar biasa dalam perusahaan besar, ledakan 
pengangguran dan kemiskinan serta hilangnya kepercayaan rakyat terhadap 
pengelolaan ekonomi yang kesemuanya itu merupakan masalah yang kompleks. 
Untuk itu diperlukan adanya perbaikan sistem perekonomian dalam penentuan 
kebijakan-kebijakan pemerintah di bidang ekonomi termasuk sektor keuangan dan 
Perbankan sehingga perbaikan ekonomi dapat segera tercapai. 
Salah satu kebijakan pemerintah dalam perbankan antara lain Undang-
undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan yang lebih sesuai dengan 
perkembangan dan kemajuan di bidang ekonomi, karena bank merupakan 
lembaga keuangan yang mempunyai peran yang strategis dan penting karena 
fungsi utama Mitra Mayapada Usaha sebagai penyalur dana dalam masyarakat 
mampu mendukung pelaksanaan pembangunan dan hasil-hasilnya ke arah 
peningkatan taraf hidup rakyat banyak. Hal tersebut sesuai dengan Garis Besar 
Haluan Negara Tahun 1999 Bab IV arah dan kebijakan huruf B masalah ekonomi 
yaitu: Mempercepat rekapitulasi sektor Perbankan dan restrukturisasi utang 
swasta secara transparan agar perbankan nasional dan perusahaan swasta menjadi 
sehat, terpercaya, adil dan efisien dalam melayani masyarakat dan kegiatan 
perekonomian. 
Penyaluran dana yang dilakukan kepada masyarakat khususnya pengusaha 
kecil dan ekonomi lemah merupakan kebijakan pemerintah dalam sektor 
Perbankan. Penyaluran dana dapat dilakukan melalui pemberian kredit dengan 
syarat-syarat yang telah ditentukan, salah satunya adalah jaminan untuk menjamin 
kepastian pelunasan hutang dari debitur terhadap kreditur. Bentuk jaminan dapat 





mengangkat masalah mengenai jaminan menggunakan Hak Tanggungan yang 
termuat dalam Pasal 1 Undang-undang No.42 tahun 1999 tentang Hak 
Tanggungan yaitu hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun 
tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat 
dibebani hak tanggungan. Dalam penulisan hukum ini, yang menjadi pemberi 
pinjaman kredit atau kreditur bukanlah sebuah bank, tetapi berupa produk dari 
suatu Bank swasta yaitu Bank Mayapada dan salah satu produk yang dikeluarkan 
berupa sebuah Mitra kerja yang bernama Mitra Mayapada Usaha (MMU) dalam 
menjalankan usahanya tersebut mendapat pengawasan atau kedudukannya berada 
di bawah penguasaan Bank Mayapada. 
Di Surakarta khususnya banyak sekali usahawan-usahawan yang 
berceceran, dan hamper semuanya mendapatkan modal usahanya tersebut bukan 
dari harta kekayaan sendiri melainkan modal dari pinjaman kredit ke suatu Bank 
tertentu atau lembaga pembiayaan lainnya. Maka dari itu, peran serta Mitra 
Mayapada Usaha sangatlah penting bagi masyarakat di Surakarta karena dapat 
membantu tumbuh kembang perusahaan swasta maupun home industry yang ada 
di Surakarta dalam hal dengan modal berupa uang agar usahanya lebih 
berkembang pesat di Surakarta sendiri sampai ke wilayah yang lain. 
Pemberian kredit yang terjadi di Surakarta oleh pihak Mitra Mayapada 
Usaha tidak selalu dapat berjalan lancar dan baik, suatu saat jika pemberi 
pinjaman kredit atau kreditur mengalami kesulitan untuk meminta angsuran dari 
warga Surakarta yang mengajukan pinjaman atau disebut dengan debitur karena 
kelalaian dan atau kesengajaan debitur dan atau adanya sesuatu hal lain yang 
sifatnya memaksa serta tiba-tiba, misalnya terjadi bencana alam, tanah longsor, 
kebakaran, gempa bumi maupun banjir yang melanda di Surakarta menyebabkan 
warga Surakarta kehilangan sebagaian bahkan seluruh harta kekayaannya yang 
mereka miliki, pihak Mitra Mayapada Usaha tidak dapat begitu mudah memaksa 
debitur untuk segera melunasi hutang karena keadaan debitur tidak 
memungkinkan untuk segera melunasi hutang akan tetapi debitur tetap 
mempunyai kewajiban untuk mengembalikan kredit yang telah diterima berikut  





Kredit merupakan perjanjian pinjam-meminjam uang, apabila debitur yang 
tidak dapat membayar lunas hutang setelah jangka waktunya habis adalah 
wanprestasi. Wanprestasi atau cidera janji berarti tidak terlaksananya perjanjian 
karena kesalahan pihak debitur dapat terjadi dalam beberapa bentuk, yaitu: 
1. Tidak berprestasi sama sekali atau berprestasi tapi tidak bermanfaat lagi atau 
tidak dapat diperbaiki; 
2. Terlambat memenuhi prestasi; 
3. Memenuhi prestasi secara tidak baik atau tidak sebagaimana mestinya; 
4. Melakukan sesuatu namun menurut perjanjian tidak boleh dilakukan (Handri 
Raharjo, 2009: 80-81). 
Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis dalam penulisan hukum (skripsi) 
ini memilih judul ‘PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN 
KREDIT DENGAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN DI “MITRA 
MAYAPADA USAHA” DI SURAKARTA’. 
 
B. Perumusan Masalah 
Perumusan masalah merupakan bagian yang sangat penting di dalam suatu 
penelitian hukum, agar terarah dan tujuan tidak menyimpang dari pokok 
pembahasan, maka penulis mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut : 
1. Bagaimana prosedur penyelesaikan wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan 
Hak Tanggungan di “Mitra Mayapada Usaha” di Surakarta? 
2. Permasalahan apa saja yang timbul dalam perjanjian kredit dengan Hak 
Tanggungan di “Mitra Mayapada Usaha” di Surakarta dan bagaimana cara 
mengatasinya? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Tujuan dari penelitian dalam penulisan penelitian ini adalah : 





a. Untuk mengetahui bagaimana prosedur pelaksanaan penyelesaian 
wanprestasi dalam perjanjian kredit menggunakan Hak Tanggungan di 
Mitra Mayapada Usaha (MMU) di Surakarta. 
b. Untuk mengetahui permasalahan atau hambatan-hambatan yang timbul 
dalam proses penyelesaian wanprestasi pada perjanjian kredit menggunakan 
hak tanggungan dan bagaimana cara mengatasinya. 
2. Tujuan Subyektif 
a. Menambah pengetahuan penulis dalam hal penyelesaian wanprestasi pada 
perjanjian kredit menggunakan Hak Tanggungan di Mitra Mayapada Usaha 
(MMU) di Surakarta. 
b. Untuk menerapkan teori-teori yang telah penulis dalam bangku kuliah 
maupun dari buku-buku ilmiah dengan keadaan senyatanya dalam praktek, 
sehingga penulis memperoleh pengetahuan yang luas dengan harapan dapat 
bermanfaat di kemudian hari. 
 
D. Manfaat Penelitian 
1. Manfaat Teoritis 
a. Memperoleh masukan yang dapat digunakan almamater dalam 
mengembangkan bahan-bahan perkuliahan dan mendalami teori-teori yang 
telah diperoleh penulis. 
b. Hasil penelitian ini dapat disumbangkan terhadap perkembangan ilmu 
pengetahuan khususnya Hukum Perdata dan Jaminan sehingga dapat 
memberikan bahan, masukan serta referensi bagi penelitian yang dilakukan 
selanjutnya. 
2. Manfaat Praktis 
a. Memberikan informasi yang jelas kepada para pembaca skripsi ini dan 
masyarakat pada umumnya tentang penyelesaian wanprestasi dalam 
perjanjian kredit dengan jaminan Hak Tanggungan di Mitra Mayapada 
Usaha di Surakarta. 
b. Dapat mengidentifikasi dan mengetahui permasalahan atau hambatan-





dalam perjanjian kredit menggunakan Hak Tanggungan di Mitra Mayapada 
Usaha di Surakarta. 
 
E. Metode Penelitian 
Suatu penelitian haruslah menggunakan metode yang tepat sesuai dengan 
tujuan yang hendak dicapai oleh penulis. Sedangkan dalam penentuan metode 
mana yang akan dipergunakan, penulis harus cermat agar metode nanti tepat dan 
sesuai, sehingga untuk mendapatkan hasil dengan kebenaran yang dapat 
dipertanggung jawabkan dapat tercapai. Penelitian merupakan suatu kegiatan 
ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi yang dilakukan secara 
metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah 
berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti “jalan ke”. Namun menurut 
kebiasaan metode dirumuskan dengan kemungkinan sebagai berikut : 
1. Suatu tipe pemikiran yang digunakan dalam penelitian dan penilaian. 
2. Suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan. 
3. Cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur (Soerjono Soekanto, 2007: 
5). 
Peran dari metodologi penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan 
adalah sebagai berikut : 
1. Menambah kemampuan para ilmuwan untuk mengadakan atau melaksanakan 
penelitian secara lebih baik atau lebih lengkap. 
2. Memberikan kemungkinan yang lebih besar, untuk meneliti hal-hal yang belum 
diketahui. 
3. Memberikan kemungkinan yang lebih besar, untuk melakukan penelitian 
interdisipliner. 
4. Memberikan pedoman untuk mengorganisasikan serta mengintegrasikan 
pengetahuan mengenai masyarakat. 
Dengan demikian maka metodologi penelitian merupakan suatu unsur yang 
mutlak harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan 





Berdasarkan hal tersebut, penulis dalam penelitian menggunakan metode 
penulisan antara lain sebagai berikut : 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah jenis penelitian yang 
mengacu pada perumusan masalah dan ditinjau dari tujuan penelitian hukum 
yaitu menggunakan jenis penelitian empiris. Penelitian hukum empiris 
merupakan penelitian yang menggunakan data primer sebagai data utama, 
dimana penulis harus terjun ke lokasi (Soerjono Soekanto, 2007: 9). 
2. Sifat Penelitiaan 
Dalam penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang memberikan 
data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atas gejala-gejala lain dan 
maksud penelitian bersifat kualitatif (Soerjono Soekanto, 2007: 10). 
Penulis memilih penelitian deskriptif, karena ingin menggambarkan 
sejelas mungkin mengenai penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit 
dengan menggunakan Hak Tanggungan di Mitra Mayapada Usaha di 
Surakarta. 
3. Pendekatan Penelitian 
Sehubungan dengan tipe penulisan yang digunakan yakni penelitian 
empiris, maka di dalam penelitian hukum terdapat pendekatan yang penulis 
gunakan yaitu kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah penelitian yang 
bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek 
penelitian misalkan perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll, secara holistik 
dan dengan cara deskripsi dalam bentuk bahasa dan kata-kata. 
4. Jenis Data dan Sumber Data 
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. 
Sumber data di dalam penelitian hukum ini, dipergunakan jenis data primer, 
maka dalam sumber data dapat dibedakan yaitu : 
a. Data Primer 
Merupakan data yang diperoleh secara langsung melalui penelitian di 





dengan obyek penelitian. Sumber data adalah tempat ditemukan data. 
Sumber data primer adalah Mitra Mayapada Usaha di Surakarta. 
b. Data Sekunder 
Merupakan data yang diperoleh dari sumber bahan kepustakaan, dan 
dibedakan ke dalam bahan primer dan bahan hukum tersier. Yang meliputi 
literatur-literatur, himpunan-himpunan Peraturan Perundangan yang 
berlaku, dokumen-dokumen, artikel-artikel di media cetak serta literatur-
literatur di internet yang berhubungan dengan penelitian. 
c. Data Tersier atau Penunjang 
Merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan 
terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya bahan 
dari media internet, kamus, ensiklopedia dan indeks kumulatif yang ada 
hubungannya dengan penelitian. 
5. Teknik Pengumpulan Data 
Suatu penelitian membutuhkan data yang lengkap, dalam hal ini 
dimaksudkan agar data yang terkumpul benar-benar memiliki nilai validitas 
dan reabilitas yang cukup tinggi. Teknik pengumpulan data yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan wawancara kepada Pimpinan 
Cabang Mitra Mayapada Usaha Surakarta secara quisoner yaitu mengajukan 
beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan isi dari Laporan Penelitian serta 
studi kepustakaan untuk mendapatkan data-data sekunder. Peneliti 
mengumpulkan data sekunder yang berhubungan dengan masalah yang akan 
diteliti untuk kemudian diklarifikasi dan dianalisis lebih lanjut sesuai dengan 
tujuan dan permasalahan yang ada. 
6. Teknis Analisis Data 
Setelah data terkumpul secara lengkap, maka tahap selanjutnya adalah 
analisis data. Seluruh data yang terkumpul diolah sedemikian rupa sehingga 
tercapai suatu kesimpulan. Mengingat data yang ada sifatnya beragam, maka 
teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif. 
Analisis data kualitatif ini dapat dilakukan dengan mengumpulkan data-data 





ada atau teori yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Kemudian 
dicari pemecahannya dengan cara menganalisa, yang pada akhirnya akan 
dicapai kesimpulan untuk menentukan hasilnya. 
Model analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah model 
analisis data interaktif. Menurut HB Sutopo, analisis data model ini 
memerlukan tiga (3) komponen yaitu reduksi data, sajian data serta penarikan 
data atau verifikasi. 
Dalam bentuk ini peneliti tetap bergerak diantara tiga komponen tadi 
dengan proses pengumpulan data selama kegiatan pengumpulan data 
berlangsung. Setelah pengumpulan data berakhir, peneliti bergerak diantara 
tiga komponen utama analisa untuk menarik kesimpulan dengan verifikasi 
berdasarkan semua hal yang terdapat dalam reduksi data dan sajian data (HB 
Sutopo, 1998: 8). 
Apabila disusun dalam bentuk skema maka model analisis data interaktif 







(HB Sutopo, 1998: 8) 
7. Sistematika Penulisan Hukum (Skripsi) 
Guna mendapat gambaran menyeluruh mengenai bahasan dalam 
penulisan hukum ini, penulis dapat menguraikan sistematika penulisan hukum 
ini sebagai berikut: 
BAB I : PENDAHULUAN 
Latar belakang masalah mengemukakan permasalahan dasar yang 










Berdasarkan pada latar belakang maka permasalahan yang hendak diteliti 
terlebih dahulu dirumuskan dalam perumusan masalah sebagai pedoman dalam 
penelitian untuk memudahkan dalam penelitian lebih lanjut. Tujuan penelitian 
mengemukakan tujuan yang hendak dicapai dengan diadakannya penelitian ini, 
di samping memiliki tujuan tertentu penelitian ini diharapkan pula dapat 
bermanfaat. Sebagai suatu kegiatan ilmiah maka penelitian dilakukan 
berdasarkan suatu metodologi tertentu, hal ini bertujuan agar penelitian yang 
didapat, dapat dipertanggung jawabkan. Metodologi penelitian menguraikan 
tentang metodologi yang digunakan dalam penelitian. Agar lebih mudah dalam 
mempelajari penulisan hukum (Skripsi) ini maka disusun sistematika skripsi 
yang merupakan gambaran secara garis besar dari keseluruhan skripsi. 
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 
Bab ini akan menguraikan mengenai tinjauan umum tentang Perjanjian 
meliputi pengertian perjanjian, syarat sahnya perjanjian, asas-asas perjanjian, 
berakhirnya perjanjian; tinjauan umum tentang Jaminan meliputi pengertian 
jaminan, bentuk-bentuk jaminan, macam-macam jaminan; tinjauan umum 
tentang Wanprestasi meliputi pengertian prestasi dan wanprestasi, bentuk dan 
wujud wanprestasi, akibat yang timbul dari wanprestasi; tinjauan umum 
tentang Kredit meliputi pengertian kredit, unsur-unsur kredit, macam-macam 
kredit; dan tinjauan umum tentang Hak Tanggungan meliputi pengertian Hak 
Tanggungan, asas-asas Hak Tanggungan, obyek Hak Tanggungan subyek Hak 
Tanggungan, proses pembebanan Hak Tanggungan, isi akta pemberian Hak 
Tanggungan, surat kuasa membebankan Hak Tanggungan, peralihan Hak 
Tanggungan, hapusnya Hak Tanggungan. 
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Pada bab ini penulis menguraikan mengenai pembahasan hasil yang 
diperoleh dari proses meneliti, berdasarkan rumusan masalah yang diteliti, 
terdapat hal pokok permasalahan yang dibahas dalam bab ini yaitu : Prosedur 
dalam menyelesaikan wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan Hak 
Tanggungan di “Mitra Mayapada Usaha” di Surakarta; Permasalahan yang 





Usaha” di Surakarta sehingga menimbulkan wanprestasi dan cara 
mengatasinya. 
BAB IV : SIMPULAN dan SARAN 
Pada bab ini penulis menguraikan mengenai simpulan yang dapat 
diperoleh dari keseluruhan hasil pembahasan dan proses meneliti, serta saran-
saran yang dapat penulis kemukakan kepada para pihak yang terkait dengan 

























BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 
A. Tinjauan Umum tentang Perjanjian 
1. Pengertian Perjanjian 
Perjanjian merupakan kesepakatan antara dua orang atau dua pihak, 
mengenai hal-hal pokok yang menjadi objek dari perjanjian. Kesepakatan itu 
timbul karena adanya kepentingan dari masing-masing pihak yang saling 
membutuhkan. Perjanjian juga dapat disebut sebagai persetujuan, karena dua 
pihak tersebut setuju untuk melakukan sesuatu. 
Menurut Subekti dalam bukunya yang berjudul “Hukum Perjanjian”, kata 
sepakat berarti suatu persesuaian paham dan kehendak antara dua pihak. 
Berdasarkan pengertian kata sepakat tersebut berarti apa yang dikehendaki oleh 
pihak yang satu, juga dikehendaki oleh pihak yang lain, meskipun tidak sejurusan 
tetapi secara timbal balik kedua kehendak itu bertemu satu sama lain (Subekti, 
1990: 26). 
Pengertian perjanjian menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum 
Perdata diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang 
berbunyi “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih 
dengan mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Rumusan yang 
diberikan dalam Pasal 1313 KUH Perdata tersebut merupakan pengertian yang 
tidak sempurna dan kurang memuaskan, karena terdapat beberapa kelemahan. 
Menurut Abdulkadir perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang 
atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan 
harta kekayaan (Abdulkadir Muhammad, 1992: 78). 
Uraian tersebut memberikan makna bahwa perjanjian selalu merupakan 
perbuatan hukum persegi dua atau jamak, untuk itu diperlukan kata sepakat para 
pihak. Ada beberapa pakar atau ahli hukum lain yang memberikan definisi yang 
berbeda pada perjanjian. 
Pengertian perjanjian menurut Handri Raharjo, “Suatu hubungan hukum di 





dengan yang lain, dan diantara mereka (para pihak/subjek hukum) saling 
mengikatkan dirinya sehingga subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan 
subjek hukum yang lain berkewajiban melaksanakan prestasinya sesuai dengan 
kesepakatan yang telah disepakati para pihak tersebut serta menimbulkan akibat 
hukum” (Handri Raharjo, 2009: 42). 
Perjanjian terdiri dari tiga unsur yaitu (Handri Raharjo, 2009: 46): 
a. Essentialia 
Bagian-bagian dari perjanjian yang tanpa itu perjanjian tidak mungkin 
ada. Misalnya dalam perjanjian jual beli, harga dan barang merupakan unsur 
essentialia. 
b. Naturalia 
Bagian-bagian yang oleh undang-undang ditentukan sebagai 
peraturan-peraturan yang bersifat mengatur. Misalnya dalam perjanjian 
penanggungan. 
c. Accidentalia 
Bagian-bagian yang oleh para pihak ditambahkan dalam perjanjian, di 
mana undang-undang tidak mengaturnya. Misalnya jual beli rumah 
diperjanjikan tidak termasuk alat-alat rumah tangga. 
Duopolistic credit market in which borrowers differ in risk. In our  
competition game, one lender is in an advantaged position with respect to the 
other due to past relations with the borrowers. We investigate the features of the 
equilibrium contract and show that the best borrower is indifferent between the 
dominant and the opponent lenders’ contract while the other borrowers prefer 
that of the dominant lender. Also, repayment and collateral do not depend upon 
the borrowers’ respective project risk 
(http://ideas.repec.org/2008/05/01/journal_annalsofinance). 
Terjemahan: 
Dalam perjanjian khususnya perjanjian kredit juga memiliki kebijakan 
tentang kebijakan ganda dalam pasar kredit dimana debitur yang berbeda didalam 





menunjukkan bahwa debitur tidak berbeda dengan debitur yang lain meskipun 
debitur lainnya memilih kreditur yang paling dominan. Serta, pembayaran 
kembali juga jaminan tidak ditentukan pada resiko proyek masing-masing debitur. 
 
2. Syarat Sahnya Perjanjian 
Perjanjian yang sah adalah perjanjian yang memenuhi syarat-syarat yang 
telah ditentukan oleh undang-undang, sehingga mempunyai kekuatan hukum yang 
mengikat. Syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata, yang terdiri dari empat syarat yaitu: 
a. Adanya kata sepakat mereka yang mengikat diri; 
b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian; 
c. Suatu hal tertentu; 
d. Suatu sebab yang halal. 
Sepakat yaitu kesesuaian, kecocokan, pertemuan kehendak dari yang 
mengadakan [perjanjian atau pernyataan kehendak yang disetujui antara pihak-
pihak. Jadi kesepakatan itu penting diketahui karena merupakan awal terjadinya 
perjanjian. 
Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian adalah kewenangan untuk 
melakukan perbuatanperbuatan hukum sendiri. Perbedaan antara kewenangan 
hukum dengan kecakapan berbuat adalah bila kewenangan hukum maka subyek 
hukum dalam hal pasif sedanga pada kecakapan berbuat subjek hukumnya aktif, 
dan yang termasuk cakap di sini adalah orang dewasa, sehat akal pikrnya, tidak 
dilarang oleh Undang-undang. 
Suatu hal tertentu di sini berbicara tentang objek perjanjian. Objek 
perjanjian yang dapat dikategorikan dalam Pasal 1332 s/d 1334 KUH Perdata, 
yaitu yang pertama objek yang aka nada (kecuali warisan), asalkan dapat 
ditentukan jenis dan dapat dihitung. Yang kedua adalah objek yang dapat 
diperdagangkan (barang-barang yang dipergunakan untuk kepentingan umum 





Suatu sebab yang halal yang memiliki maksud antara lain, sebab adalah isi 
perjanjian itu sendiri atau tujuan dari para pihak mengadakan perjanjian dan halal 
adalah tidak bertentangan dengan Undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban 
umum 
 
3. Asas-asas Perjanjian 
Dalam hukum perjanjian terdapat beberapa asas yaitu (Handri Raharjo, 
2009: 43-46) : 
a. Asas Kebebasan Berkontrak 
Asas kebebasan berkontrak merupakan salah satu asas yang penting 
dalam hukum perjanjian. Asas ini merupakan perwujudan manusia yang 
bebas, pancaran hak asasi manusia. Asas kebebasan berkontrak 
berhubungan erat dengan isi perjanjian, yakni kebebasan untuk menentukan 
“apa” dan dengan “siapa” perjanjian diadakan. 
b. Asas konsensualisme 
Asas konsensualisme dapat ditemukan dalam Pasal 1320 Kitab 
Undang-undang Hukum Perdata. Dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang 
Hukum Perdata disebutkan secara tegas bahwa untuk sahnya perjanjian 
harus ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Dalam Pasal 1338 Kitab 
Undang-undang Hukum Perdata ditemukan dalam perkataan “semua” 
menunjukan bahwa setiap orang diberi kesempatan untuk menyatakan 
kehendak yang dirasakan baik untuk menciptakan perjanjian. 
c. Asas keseimbangan 
Asas keseimbangan menghendaki para pihak memenuhi dan 
melaksanakan perjanjian yang mereka buat. Kreditur mempunyai hak untuk 
menuntut pelaksanaan prestasi dengan melunasi utang melalui kekayaan 
debitur, namun kreditur juga mempunyai beban untuk melaksanakn 
perjanjian dengan itikad baik, sehingga dapat dikatakan bahwa kedudukan 
kreditur yang kuat diimbangi dengan kewajiban untuk  memperhatikan 
itikad baik, sehingga kedudukan kreditur dan debitur seimbang. 





Seseorang yang mengadakan perjanjian dengan orang lain, 
menumbuhkan kepercayaan di antara para pihak antara satu dengan yang 
lain akan memegang janjinya untuk memenuhi prestasi di kemudian hari. 
Tanpa adanya kepercayaan itu, maka perjanjian tidak mungkin siadakan 
para pihak. 
e. Asas kebiasaan 
Asas kebiasaan diatur dalam Pasal 1339 Kitab Undang-undang 
Hukum Perdata  jo Pasal 1347 Kitab Undang-undang Hukum perdata. 
Menurut asas ini perjanjian tidak hanya mengikat untuk apa yang secara 
tegas diatur, tetapi juga hal-hal yang dalam keadaan dan kebiasaan lazim 
diikuti. 
 
4. Berakhirnya Perjanjian 
Dalam suatu perjanjian kita harus tahu kapan perjanjian itu berakhir. 
Perjanjian dapat berakhir karena (Handri Raharjo, 2009: 95): 
a. Ditentukan dalam perjanjian oleh para pihak, misalnya persetujuan yang 
berlaku untuk waktu tertentu. 
b. Ditentukan oleh Undang-undang mengenai batas berlakunya suatu 
perjanjian, misalnya menurut Pasal 1066 ayat (3) Kitab Undang-Undang 
Hukum perdata disebutkan bahwa para ahli waris dapat mengadakan 
perjanjian untuk selama waktu tertentu untuk tidak melakukan pemecahan 
harta warisan, tetapi waktu persetujuan tersebut oleh ayat (4) dibatasi hanya 
dalam waktu lima tahun. 
c. Ditentukan oleh para pihak atau Undang-undang bahwa perjanjian akan 
hapus dengan terjadinya peristiwa tertentu. Misalnya jika salah satu pihak 
meninggal dunia, maka perjanjian tersebut akan berakhir. 
d. Pernyataan menghentikan persetujuan (opzegging). Opzegging dapat 
dilakukan oleh kedua belah pihak atau salah satu pihak. Opzegging hanya 
ada pada perjanjian-perjanjian yang bersifat sementara, misalnya: 





2) Perjanjian sewa-menyewa. 
e. Perjanjian hapus karena putusan hakim. 
f. Tujuan perjanjian telah dicapai. 
g. Berdasarkan kesepakatan para pihak (herroeping). 
 
 
B. Tinjauan Umum tentang Jaminan 
1. Pengertian Jaminan 
Jaminan berasal dari kata jamin yang berarti tanggung, sehingga jaminan 
dapat diartikan tanggungan, tanggungan yang dimaksud dalam Pasal 1131 Kitab 
Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), dirumuskan: 
“Segala kebendaan siberutang, baik yang bergerak maupun tidak 
bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada kemudian hari, 
menjadi tanggungan untuk segala perikatan.” 
Adanya jaminan dalam suatu perjanjian jaminan sangat diperlukan oleh 
kreditur, karena kreditur mempunyai kepentingan bahwa akan benar-benar 
memenuhi kewajibannya yaitu untuk membayar utang. Perjanjian jaminan 
merupakan perjanjian tambahan atau accessoir yaitu perjanjian yang muncul 
akibat adanya perjanjian pokoknya. Perjanjian kredit merupakan perjanjian pokok, 
sehingga menimbulkan adanya perjanjian tambahan yang berupa perjanjian 
tambahan, karena dalam perjanjian kredit disyaratkan adanya jaminan (Thomas S, 
1995: 69). 
Jaminan yang lahir karena Undang-undang tidak memerlukan perjanjian 
antara kreditur dan debitur. Perwujudan dari jaminan berdasarkan ketentuan Pasal 
1131 BW menentukan bahwa semua harta kekayaan debitur baik benda bergerak 
ataupun tidak bergerak, baik yang ada ataupun akan ada menjadi jaminan atas 
seluruh hutangnya (Sutarno, 2003: 145). 
 





Bentuk jaminan dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu: 
a. Jaminan yang timbul dari Undang-undang; dan 
b. Jaminan yang timbul dari atau perjanjian (Sri Soedewi, 2007: 43). 
Jaminan yang timbul dari Undang-undang dimaksudkan adalah bentuk-
bentuk jaminan yang adanya telah ditentukan oleh suatu Undang-undang. 
Tergolong jaminan yang timbul dari Undang-undang ialah Pasal 1311 Kitab 
Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi sebagai berikut: 
“Segala kebendaan siberutang, baik yang bergerak maupun yang tidak 
bergerak, baik yang sudah maupun yang baru akan ada dikemudian hari, 
menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.” 
Dengan ketentuan Undang-undang seperti itu berarti seseorang kreditur 
telah diberikan jaminan yang berupa harta benda dari milik debitur tanpa khusus 
diperjanjikan terlebih dahulu. Namun dengan jaminan semacam itu kedudukan 
kreditur hanyalah merupakan kreditur konkuren saja terhadap seluruh kekayaan 
debitur. 
Bentuk jaminan yang timbul karena perjanjian yang dibuat khusus dengan 
debitur dan kreditur dapat dibedakan antara bentuk jaminan yang bersifat 
kebendaan dan yang bersifat perorangan. 
a. Jaminan yang bersifat kebendaan 
Jaminan yang bersifat kebendaan berupa hak mutlak atas suatu benda 
tertentu dari debitur yang dapat dipertahankan pada setiap orang. Jaminan 
ini mempunyai ciri-ciri: 
1) Mempunyai hubungan langsung atas bendanya; 
2) Dapat dipertahankan kepada siapapun; 
3) Selalu mengikuti bendanya (droit de surte); 
4) Yang lebih tua mempunyai kedudukan yang lebih tinggi; 





Atas dasar ciri-ciri tersebut maka benda jaminan pada jaminan 
kebendaan harus  benda yang dapat dialihkan dan mempunyai nilai jual 
(ekonomis). Pemberian jaminan kebendaan selalu berupa menyendirikan 
suatu bagian menyendirikan dari kekayaan seseorang si pemberi jaminan 
dan menyediakannya guna pemenuhan pembayaran hutang seorang debitur 
tersebut dapat berupa kekayaan sendiri (debitur) atau kekayaan seorang 
ketiga. 
Jaminan kebendaan meliputi barang bergerak, barang tetap (tak 
bergerak), barang tak berwujud (piutang). Memberikan suatu barang dalam 
jaminan berarti melepaskan sebagian kekuasaan atas barang itu. Pada 
asasnya yang harus dilepaskan adalah kekuasaan untuk memindahkan hak 
milik atas hak benda itu dengan cara apapun juga (menjual, menukarkan, 
menghibahkan). Untuk barang-barang bergerak, cara yang paling efektif 
untuk mencegah barang itu dipindahkan hak miliknya oleh debitur adalah 
menarik barang itu dari kekuasaan fisik debitur maka dalam gadai (pand) 
telah ditetapkan oleh Pasal 1152 ayat (2) BW, bahwa barang yang diberikan 
dalam gadai harus ditarik dari kekuasaan (fisik) si debitur. 
Untuk barang tetap (tak bergerak) penguasaan fisik atas barangnya 
tidak relevan untuk pemindahan hak milik, tetapi menentukan untuk itu 
adalah suatu perbuatan administratif (balik nama) maka yang perlu dicegah 
adalah perbuatan administratif yang memindahkan hak milik ini. 
b. Jaminan yang bersifat perorangan 
Jaminan yang bersifat perorangan adalah jaminan yang menimbulkan 
hubungan langsung pada perorangan tertentu, hanya dapat dipertahankan 
terhadap debitur tertentu terhadap harta kekayaan debitur seumumnya, ia 
bahkan dapat diadakan di luar (tanpa) pengetahuan si berhutang tersebut. 
Atau juga dapat berarti pihak ketiga guna kepentingan kreditur mengikat diri 
guna memenuhi utang dari debitur, manakala debitur tidak memenuhi 







3. Macam-macam Jaminan 
Dalam praktik perbankan di Indonesia jaminan yang sering dipakai adalah 
jaminan kebendaan yang meliputi (Purwadi Patrik, 2001: 12-116). 
a. Gadai atau Pand 
Dasar hukum dari Pand adalah terdapat di dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata Buku II tentang Pasal 1150 sampai dengan Pasal 
1160 butir ke-20. Pengertian Pand sebagaimana dirumuskan di dalam Pasal 
1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah sebagi berikut: 
“Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang 
(kreditur) atas suatu benda bergerak yang diserahkan kepadanya oleh 
seorang berutang (debitur) atau oleh seorang lain atas namanya dan yang 
memberikan kekuasaan kepada si berpiutang untuk mengambil pelunasan 
barang-barang bergerak tersebut secara didahulukan dari ada orang-orang 
berpiutang lainnya dengan perkecualian biaya untuk melelang barang 
tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk memelihara barang itu 
(biaya-biaya mana yang harus didahulukan).” 
b. Fidusia 
Menurut sejarahnya fidusia berasal dari Belanda, yaitu dengan adanya 
arrest 25 Januari 1929. Arrest ini kemudian menjadi dasar hukum dalam 
arrest berikutnya, seperti keputusan HR 3 Januari 1941, N.J., 1941, 470. 
Dari arrest ini dapat disimpulkan bahwa perjanjian di mana salah satu pihak 
mengikatkan diri untuk menyerahkan barang hak miliknya sebagai jaminan 
merupakan title yang sempurna sebagai penyerahan, walaupun penyerahan 
nyata tidak terjadi. Penyerahan di sini bersifat abstrak. Perjanjian ini tidak 
berlaku jika diselubungi dengan perjanjian jual-beli. 
Selanjutnya yurisprudensi yang pertama di Indonesia mengenai 
fidusia adalah dengan adanya arrest hoogee recht shop tanggal 18 Agustus 
1932. Yurisprudensi ini sebagai jalan keluar yang ditempuh pengadilan 
untuk mengatasi masalah yang terdapat dalam hak gadai menurut Kitab 
Undang-Undang Hukum Perdata dalam hubungannya dengan esensi 





Dalam perkembangan selanjutnya timbul kebutuhan-kebutuhan baru 
dalam masyarakat yang belum diatur dalam Undang-undang. Khususnya 
kebutuhan akan jaminan fidusia, di mana benda yang dijaminkan masih 
dibutuhkan untuk mengembangkan dan melanjutkan usahanya. Maka untuk 
itu dibentuk Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. 
Menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 bahwa Fidusia adalah 
pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan 
ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap 
dalam penguasaan pemilik benda. 
c. Penanggungan 
Kata lain dari penanggungan adalah jaminan perseorangan, 
maksudnya adalah orang ketiga (borg) yang akan menanggung 
pengembalian uang pinjaman, apabila pihak peminjam tidak sanggup 
mengembalikan pinjamannya tersebut. Perjanjian penanggungan atau 
perjanjian penanggungan hutang (borgtocht) diatur dalam Pasal 1820 
sampai dengan Pasal 1850 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Purwadi 
P, 2001: 94). 
Menurut Pasal 1820 kitab Undang-undang Hukum Perdata adalah: 
“Suatu perjanjian dengan nama seorang pihak ketiga, guna 
kepentingan si berpiutang, mengikatkan diri untuk memenuhi 
perikatan si berhutang manakala orang ini sendiri tidak 
memenuhinya.” 
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tujuan penanggungan 
adalah untuk memberikan jaminan dipenuhinya perutangan dalam perjanjian 
pokok. Dalam Pasal 1821 Kitab Undang-undang Hukum Perdata disebutkan 
bahwa: 
“Tiada perjanjian penanggungan kalau tidak ada perjanjian 
pokok yang sah. “ 
Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan perjanjian 





tersebut dapat disimpulkan bahwa sifat dari perjanjian penanggungan adalah 
accessoir (mengabdi pada perjanjian pokok). 
d. Hak Tanggungan 
Dalam Pasal 1 Undang-undang No.4 Tahun 1996 tentang Hak 
Tanggungan disebutkan pengertian dari Hak Tanggungan yaitu hak jaminan 
yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam 
Undang-undang No.5 Tahun1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok 
Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan 
kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang 
memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap 
kreditor-kreditor lain.  
Hak Tanggungan yang diatur dalam Undang-undang ini pada dasarnya 
adalah Hak Tanggungan yang dibebankan pada hak atas tanah. Namun 
kenyataanya seringkali terdapat adanya benda-benda berupa bangunan, 
tanaman dan hasil karya, yang secara tetap merupakan kesatuan dengan 
tanah yang dijadikan jaminan tersebut. Sebagaimana diketahui Hukum 
Tanah Nasional didasarkan pada hukum adat, yang menggunakan asa 
pemisahan horizontal. Maka kaitannya dengan bangunan, tanaman dan hasil 
karya tersebut, Hukum Tanah Nasional menggunakan juga asas pemisahan 
horizontal. Dalam rangka asas pemisahan horizontal, benda-benda yang 
merupakan kesatuan dengan tanah menurut hukum bukan merupakan bagian 
dari tanah yang bersangkutan. Oleh karena itu setiap perbuatan hukum 
mengenai hak-hak atas tanah, tidak dengan sendirinya meliputi benda-benda 
tersebut. Namun penerapan asas-asas hukum adat tidaklah mutlak, 
melainkan selalu memperhatikan dan disesuiakan dengan perkembangan 
kenyataan dan kebutuhan dalam masyarakat yang dihadapinya (Purwadi P., 
2001: 51).  
 
C. Tinjauan Umum tentang Wanprestasi 





Sebelum kita berbicara atau membahas tentang wanprestasi, terlebih dahulu 
kita mengetahui apa itu arti dari prestasi. Prestasi adalah segala sesuatu yang 
menjadi hak kreditur dan merupakan kewajiban bagi debitur. Menurut Pasal 1234 
KUHPerdata, prestasi dapat berupa: 
a. Member sesuatu; 
b. Berbuat sesuatu; 
c. Tidak berbuat sesuatu. 
Prestasi dari perikatan harus memenuhi syarat: 
a. Harus diperkenankan, artinya prestasi itu tidak melanggar ketertiban, 
kesusilaan, dan Undang-undang. 
b. Harus tertentu atau dapat ditentukan. 
c. Harus memungkinkan untuk dilakukan menurut kemampuan manusia 
(Handri Raharjo, 2009: 79). 
Dalam pelaksanaan perjanjian, dapat terjadi wanprestasi yang berarti tidak 
memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan bersama dalam perjanjian. 
Wanprestasi adalah suatu keadaan yang menunjukkan debitur tidak berprestasi 
(tidak melaksanakan kewajibannya) dan dia dapat dipersalahkan (Handri Raharjo, 
2009: 79). 
Tidak dipenuhinya kesalahan debitur itu dapat terjadi karena dua hal, yaitu: 
a. Karena kesalahan debitur, baik karena kesengajaan ataupun karena 
kelalaian, 
b. Karena keadaan memaksa (force majour), di luar kemampuan debitur. 
 
 





Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa: 
a. Debitur sama sekali tidak memenuhi prestasi, 
b. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan, 
c. Debitur memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya (terlambat), 
d. Debitur melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan 
(Handri Raharjo, 2009: 80). 
Pada kenyataannya, sangat sulit untuk menentukan apakah debitur dikatakan 
tidak memenuhi perikatan, karena pada saat mengadakan perjanjian pihak-pihak 
tidak menetukan waktu untuk melakukan suatu prestasi tersebut. 
 
3. Akibat Hukum yang Timbul dari Wanprestasi 
Adapun akibat hukum bagi debitur yang lalai atau melakukan wanprestasi, 
dapat menimbulkan hak bagi kreditur, yaitu (Handri Raharjo, 2009: 81-84): 
a. Menuntut pemenuhan perikatan, 
b. Menuntut pemutusan perikatan atau apabila perikatan tersebut bersifat 
timbal-balik, menurut pembatalan perikatan, 
c. Menuntut ganti rugi, 
d. Menuntut pemenuhan perikatan dengan disertai ganti rugi, 
e. Menuntut pemutusan atau pembatalan perikatan dengan ganti rugi. 
Akibat hukum yang timbul dari wanprestasi dapat juga disebabkan karena 
keadaan memaksa (force majour). Keadaan memaksa (force majour) yaitu salah 
satu alasan pembenar untuk membebaskan seseorang dari kewajiban untuk 
mengganti kerugian (Pasal 1244 dan Pasal 1445 KUHPerdata). Menurut Undang-
undang ada tiga hal yang harus dipenuhi untuk adanya keadaan memaksa, yaitu: 
a. Tidak memenuhi prestasi, 
b. Ada sebab yang terletak di luar kesehatan debitur, 
c. Faktor penyebab itu tidak terduga sebelumnya dan tidak dapat 
dipertanggungjawabkan kepada debitur. 





“Jika ada alasan untuk itu, si berhutang harus dihukum mengganti 
biaya, rugi dan bunga, apabila ia tidak dapat membuktikan bahwa hal tidak 
dilaksanakan atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perjanjian 
itu, pun tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, kesemuanya itupun 
jika itikad buruk tidaklah ada pada pihaknya.” 
 
D. Tinjauan Umum tentang Kredit 
1. Pengertian Kredit 
Istilah kredit berasal dari bahasa Yunani (credere) yang berarti kepercayaan 
(truth atau faith). Oleh karena itu dasar dari kredit ialah kepercayaan. Seseorang 
atau suatu badan yang memberikan kredit (kreditur) percaya bahwa penerima 
kredit (debitur) di masa mendatang akan sanggup memenui segala sesuatu yang 
telah dijanjikan. Apa yang telah dijanjikan itu dapat berupa barang, uang atau jasa 
(Thomas Suyatno, 1995: 12). 
Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (11) Undang-undang No. 10 Tahun 1998 
tentang Perbankan menyatakan bahwa kredit adalah “Penyediaan uang atau 
tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau 
kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam 
untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian 
bunga”. 
Buku III KUH Perdata Pasal 1338 yang memberikan hak kepada para pihak 
untuk membuat dan melakukan kesepakatan apa saja dengan siapa saja, selama 
mereka memenuhi syarat sahnya perjanjian, dan tidak ditarik kembali atau 
dibatalkan secara sepihak. Pembatasan dalam pembebasan berkontrak terdapat 
dalam Pasal 1337 KUH Perdata bahwa suatu tidak boleh bertentangan dengan 
kesusilaan, ketertiban umum dan Undang-undang. 
a. Capacity (kemampuan) 
Seseorang yang mempunyai kemampuan yang lebih akan dipercaya 
oleh kreditur dalam memberikan kredit, karena dipandang mampu 
menjalankan usahanya dengan baik. 





Modal yang cukup menunjang dalam melakukan usaha merupakan 
pertimbangan bagi kreditur dalam memberikan kredit, karena seseorang 
kreditur dalam memberikan kredit usaha juga memandang modal dari 
seorang kreditur. 
c. Collateral (agunan dan jaminan) 
Agunan merupakan syarat mutlak untuk mendapatkan kredut, karena 
suatu perjanjian kredit tidak dapat terjadi tanpa adanya agunan sebagai 
jaminan kredit. 
d. Condition of Economic (kondisi ekonomi) 
Seorang kreditur dalam memberikan kredit harus memandang prospek 
usaha debitur karena mempengaruhi pengembalian dari kredit apabila jatuh 
tempo. 
the structure of credit market equilibrium under imperfect information. 
Collateralization and credit rationing are compared as alternative means to cope 
with problems of adverse selection and moral hazard. It is shown that lenders may 
use collateral as a self-selection and incentive mechanism. Rationing occurs only 
if the borrowers' collaterizable wealth is too small to allow perfect sorting or to 
create sufficiently strong incentives. Whenever there is rationing in an 
equilibrium, some borrowers are charged the maximum amount of collateral 
(http://ideas.repec.org/2008/05/01/europeaneconomicreview). 
Terjemahan: 
Dalam jaminan kredit sering terjadi permasalahan yang terjadi didalam 
struktur keseimbangan pasar kredit yang cacat metode. Penjaminan dan 
perputaran kredit adalah membandingkan sebagai cara alternatif untuk menangani 
masalah pilihan yang merugikan dan hasrat manusia. Ini menunjukkan bahwa 
kreditor mungkin menggunakan jaminan sebagai seleksi pribadi dan persyaratan 
mekanisme. Perputaran terjadi jika pembawa jaminan terlalu kecil untuk 





berkecukupan. Kapan saja ada perputaran dalam keseimbangan, beberapa debitur 
dipilihkan jumlah yang maksimun dari jaminan tersebut. 
 
2. Unsur-unsur Kredit 
Sekalipun banyak pengertian yang telah ditulis oleh para ahli diantaranya 
telah dikutip di atas namun landasan kita selanjutnya, terutama yang menyangkut 
kredit Perbankan, akan berpegang kepada pengertian yang dikutip berdasarkan 
Pasal 1 ayat (11) Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. 
Kita akan dapat melihat, bahwa sekalipun bunyi pengertian-pengertian di 
atas berbeda, namun pada dasarnya mengandung kesamaan bila kita lihat dari 
unsur-unsurnya yaitu: 
a. Adanya orang/badan yang memiliki uang, barang atau jasa, dan bersedia 
untuk meminjamkannya kepada pihak lain, biasanya disebut kreditur. 
b. Adanya orang/badan sebagai pihak yang memerlukan/meminjam uang, 
barang atau jasa yang biasanya disebut debitur. 
c. Adanya kepercayaan kreditur terhadap debitur. 
d. Adanya janji dan kesanggupan kreditur terhadap kreditur. 
e. Adanya perbedaan waktu, yaitu perbedaan antara saat penyerahan uang, 
barang atau jasa, oleh kreditur dengan saat pembayaran kembali oleh debitur 
(Hadiwidjaja, 2000: 7). 
 
3. Macam-macam Kredit 
Jenis kredit yang diberikan oleh bank kepada masyarakat dapat dilihat dari 
berbagai sudut, yaitu (T. Suyatno, 1995: 19): 
a. Kredit dilihat dari tujuannya 
1) Kredit konsumtif 
Yaitu kredit yang diberikan dengan tujuan untuk membeli barang-
barang dan kebutuhan lainnya yang bersifat konsumtif. 





Yaitu kredit yang diberikan dengan tujuan untuk memperlancar 
jalannya proses produksi. 
3) Kredit perdagangan 
Yaitu kredit yang diberikan dengan tujuan untuk membeli barang-
barang untuk dijualnya lagi. 
b. Kredit dilihat dari jangka waktunya 
1) Kredit jangka pendek 
Yaitu kredit yang berjangka waktu maksimum 1 tahun dan kredit 
ini juga termasuk untuk tanaman musiman yang berjangka waktu lebih 
dari 1 tahun. 
2) Kredit jangka menengah 
Yaitu kredit yang berjangka waktu antara 1 sampai 3 tahun, kecuali 
untuk kredit tanaman musiman. 
3) Kredit jangka panjang 
Yaitu kredit yang berjangka waktu lebih dari 3 tahun. 
c. Kredit dilihat dari jaminannya 
1) Kredit tanpa jaminan 
Kredit ini disebut juga dengan istilah kredit blanko. Dalam dunia 
perbankan di Indonesia jenis kredit ini tidak digunakan sebab di samping 
mengundang resiko yang besar bagi bank, juga tidak sesuai dengan 
ketentraman yang ada dalam praktek Perbankan. 
2) Kredit dengan jaminan 
Kredit ini diberikan pada nasabah yang sanggup menyediakan satu 
benda tertentu atau surat berharga atau orang untuk dikaitkan sebagai 
jaminan. 
d. Kredit dilihat dari penggunaannya 





Yaitu kredit jangka pendek yang diberikan oleh suatu bank kepada 
perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja perusahaan 
sehingga dapat berjalan lancer. 
2) Kredit investasi 
Yaitu kredit jangka menengah atau panjang yang diberikan oleh 
bank kepada perusahaan untuk melakukan investasi penanaman modal. 
 
E. Tinjauan Umum tentang Hak Tanggungan 
1. Pengertian Hak Tanggungan 
Hak Tanggungan yang diatur dalam Undang-undang No.4 Tahun 1996 
tentang Hak Tanggungan pada dasarnya adalah Hak Tanggungan yang 
dibebankan pada hak atas tanah. Namun kenyataanya seringkali terdapat adanya 
benda-benda berupa bangunan, tanaman dan hasil karya, yang secara tetap 
merupakan kesatuan dengan tanah yang dijadikan jaminan tersebut, tetapi setiap 
perbuatan hukum mengenai hak-hak atas tanah, tidak dengan sendirinya meliputi 
benda-benda tersebut. Namun penerapan asas-asas hukum adat tidaklah mutlak, 
melainkan selalu memperhatikan dan disesuaikan dengan perkembangan 
kenyataan dan kebutuhan dalam masyarakat yang dihadapinya (Purwadi P., 2001: 
52).  
Sedangkan bangunan yang menggunakan ruang bawah tanah yang secara 
fisik tidak ada hubungannya dengan bangunan yang ada di atas permukaan bumi 
di atasnya, tidak termasuk dalam peraturan ketentuan mengenai Hak tanggungan 
menurut Undang-undang ini. Oleh sebab itu Undang-undang ini diberi nama 
Undang-undang tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang 
Berkaitan dengan Tanah, dan dapat disebut Undang-undang No. 4 Tahun 1996 
tentang Hak Tanggungan (UUHT). 
Hak tanggungan adalah hak jaminan atas tanah untuk pelunasan utang 
tertentu, yang memberikan kedudukan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-
kreditor lain. Dalam arti, bahwa debitor cidera janji (wanprestasi) maka kreditor 





dijadikan jaminan menurut ketentuan peraturan perUndang-undangan yang 
bersangkutan dengan hak yang mendahulu, daripada kreditor-kreditor yang lain. 
Kedudukan diutamakan tersebut, sudah barang tentu tidak mengurangi preferensi 
piutang-piutang Negara menurut ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. 
Salah satu ciri Hak Tanggungan yang kuat adalah mudah dan pasti dalam 
pelaksanaan eksekusinya, jika debitor cidera janji. Walaupun secara umum 
ketentuan tentang eksekusi telah diatur dalam Hukum Acara Perdata yang berlaku, 
dipandang perlu untuk memasukkan secara khusus ketentuan tentang Hak 
Tanggungan dalam Undang-undang ini, yaitu yang mengatur lembaga parate 
executie sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 Reglement Indonesia yang 
diperbarui dan Pasal 258 reglement acara-acara hukum untuk daerah luar Jawa 
dan Madura. 
Sesuai dengan sifatnya accessoir dari Hak Tanggungan, pemberiannya 
haruslah merupakan ikutan dari perjanjian pokok yaitu perjanjian yang 
menimbulkan hubungan hukum utang piutang yang dijamin pelunasannya. Dalam 
hal hubungan utang piutang atau perjanjian kredit, perjanjian tersebut dapat dibuat 
di dalam maupun di luar negeri dan pihak-pihak yang bersangkutan dapat orang 
perseorangan atau badan hukum asing sepanjang yang bersangkutan dipergunakan 
untuk kepentingan pembangunan di wilayah Negara Republik Indonesia. 
 
2. Asas-Asas Hak Tanggungan 
Adapun asas-asas Hak Tanggungan,yaitu (Mariam Darus Badrulzaman, 
2009: 11-15): 
a. Asas Publisitas 
Asas publisitas ini dapat diketahui dari Pasal 13 Ayat (1) UUHT yang 
menyatakan bahwa pemberian hak tanggungan wajib didaftarkan pada 
kantor pertanahan. Dengan didaftarkannya hak tanggungan merupakan 
syarat mutlak untuk lahirnya hak tanggungan tersebut dan mengikatnya hak 






b. Asas Spesialitas 
Asas ini dapat diketahui dari penjelasan Pasal 11 ayat (1) UUHT yang 
menyatakan bahwa ketentuan ini menetapkan isi yang sifatnya wajib untuk 
sahnya Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT). Tidak dicantumkan 
secara lengkap hal-hal yang disebut pada ayat ini dalam APHT 
mengakibatkan akta yang bersangkutan batal demi hukum. Ketentuan ini 
dimaksudkan untuk memenuhi asas spesialitas dari Hak Tanggungan, baik 
mengenai subyek, obyek maupun utang yang dijamin. 
 
c. Asas Tak Dapat di Bagi-bagi 
Asas ini ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (1) UUHT, bahwa Hak 
Tanggungan mempunyai sifat tak dapat di bagi-bagi, kecuali jika 
diperjanjikan dalam Akta Pembebanan Hak Tanggungan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) (Purwadi P., 2001: 55). 
 Dalam penjelasan ayat (1) dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan sifat 
yang tak dapat dibagi-bagi dari Hak Tanggungan secara utuh obyek Hak 
Tanggungan dan setiap bagian dari padanya. Telah dilunasinya sebagian dari 
utang yang dijamin tidak berarti terbebasnya sebagian obyek Hak Tanggungan itu 
tetap membebani seluruh obyek Hak Tanggungan untuk sisa utang yang belum 
dilunasi. 
Sedangkan pengecualian dari asas tak dapat dibagi-bagi ini terdapat dalam 
ayat (2) yang menyatakan bahwa apabila hak tanggungan dibebankan pada 
beberapa hak atas tanah, yang dapat diperjanjikan dalam Akta Pembebanan Hak 
Tanggungan yang bersangkutan, bahwa pelunasan utang yang dijamin dapat 
dilakukan dengan cara angsuran yang besarnya sama dengan nilai masing-masing 
hak atas tanah yang merupakan bagian dari obyek Hak Tanggungan, yang akan 
dibebaskan dari Hak Tanggungan tersebut. Sehingga kemudian Hak Tanggungan 
itu hanya membebani sisa obyek hak tanggungan untuk menjamin sisa utang yang 
belum dilunasi. Dalam penjelasan ayat ini dikatakan bahwa ketentuan ini 





kebutuhan perkembangan dunia perkreditan antara lain untuk mengakomodasi 
keperluan pendanaan pembangunan kompleks perumahan yang semula 
menggunakan kredit untuk pembangunan seluruh kompleks dan kemudian akan 
dijual kepada pemakai akhir ini juga menggunakan kredit dengan jaminan rumah 
yang bersangkutan. 
Sesuai ketentuan dalam ayat (2) ini, apabila Hak Tanggungan itu 
dibebankan pada beberapa hak atas tanah yang terdiri dari beberapa bagian yang 
masing-masing merupakan suatu kesatuan yang berdiri sendiri dan dapat dinilai 
tersendiri., asas tidak dapat dibagi-bagi ini dapat disimpangi asal hal itu 
diperjanjikan secara tegas dalam APHT yang bersangkutan. 
 
3. Obyek Hak Tanggungan 
Untuk dapat dibebani hak jaminan atas tanah, obyek Hak Tanggungan yang 
bersangkutan harus memenuhi 4 syarat, yaitu: 
a. Dapat dinilai dengan uang. 
b. Termasuk hak yang didaftar dalam daftar umum. 
c. Mempunyai sifat dapat dipindahtangankan. 
d. Memerlukan penunjukan oleh Undang-undang. 
Persyaratan bagi obyek Hak Tanggungan ini tersirat dan tersurat dalam Undang-
undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (Purwadi P., 2001: 57). 
Dalam penjelasan ayat (1), yang dimaksud dengan Hak Milik, Hak Guna 
Usaha dan Hak Guna Bangunan adalah hak-hak atas tanah sebagaimana dimaksud 
dalam UUPA. Hak Guna Bangunan meliputi Hak Bangunan di atas Tanah Negara, 
di atas tanah Hak Pengelolaan, maupun di atas tanah Hak Milik. Sebagaimana 
telah dikemukakan dalam Penjelasan Umum dari UUHT, 2 unsur mutlak dari hak 
atas tanah yang dapat dijadikan obyek Hak Tanggungan adalah: 
a. Hak tesebut sesuai ketentuan yang berlaku wajib didaftar dalam daftar 
umum, dalam hal ini pada Kantor Pertanahan. Unsure ini berkaitan dengan 
kedudukan diutamakan (preferent) yang diberikan kepada kreditur 





catatan mengenai Hak Tanggungan tersebut pada buku tanah dan sertifikat 
hak atas tanah yang dibebaninya, sehingga setiap orang dapat 
mengetahuinya (asas publisitas). 
b. Hak tersebut menurut sifatnya harus dapat dipindah tangankan, sehingga 
apabila diperlukan dapat segera direalisasi untuk membayar utang yang 
dijamin pelunasannya. 
Sehungungan dengan kedua syarat di atas, Hak milik yang sudah 
diwakafkan tidak dapat dibebani Hak Tanggungan, karena sesuai dengan hakekat 
perwakafan, Hak Milik yang demikian sudah dikekalkan sebagai harta 
keagamaan. Sejalan dengan itu, hak atas tanah yang dipergunakan untuk 
keperluan peribadatan dan keperluan suci lainnya jiga tidak dapat dibebani Hak 
Tanggungan, karena menurut sifatnya tidak dapat dipindah tangankan. 
Dari uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa yang dapat dijadikan 
obyek dari hak tanggungan, meliputi (Mariam Darus Badrulzaman, 2009: 26-29): 
a. Yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1): 
1) Hak Milik 
2) Hak Guna Usaha 
3) Hak Guna Bangunan 
b. Yang disebut dalam Pasal 4 ayat 2: 
Hak Pakai atas tanah Negara yang menurut ketentuan yang berlaku 
wajib didaftarkan menurut sifatnya dapat dipindah tangankan. 
c. Yang dimaksud dalam Pasal 27: 
1) Rumah susun yang berdiri di atas tanah Hak Milik, Hak Guna Usahadan 
Hak Pahai yang diberikan oleh Negara. 
2) Hak Milik atas Satuan Rumah Susun, yang bangunannya berdiri di atas 
tanah Hak Milik, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai yang diberikan 
oleh Negara. 
 





Yang dimaksud subyek Hak Tanggungan adalah pemberi Hak Tanggungan 
dan Pemegang Hak Tanggungan. Dalam Pasal 8 UUHT disebutkan bahwa 
pemberi Hak Tanggungan adalah orang atau badan hukum yang mempunyai 
kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap obyek Hak Tanggungan 
yang bersangkutan. 
Pasal 9 UUHT dinyatakan bahwa pemegang Hak Tanggungan adalah orang 
perseorangan atau badan hukum yang berkedudukan sebagai pihak yang 
berpiutang. Karena Hak Tanggungan sebagai lembaga jaminan hak atas tanah 
tidak mengandung kewenangan untuk menguasai secara fisik dan menggunakan 
tanah yang dijadikan jaminan, yanah tetap berada dalam penguasaan pemberi Hak 
Tanggungan kecuali dalam keadaan yang disebut dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c. 
maka pemegang Hak Tanggungan dapat dilakukan oleh warga Negara Indonesia 
atau badan hukum Indonesia dan dapat juga oleh warga Negara asing atau badan 
hukum asing. 
 
5. Proses Pembebanan Hak Tanggungan 
Adapun proses pembebanan Hak Tanggungan dilaksanakan melalui 2 
tahap kegiatan, yaitu: 
a. Tahap pemberian Hak Tanggungan, dengan dibuatnya Akta Pembebanan 
Hak Tanggungan (APHT) oleh PPAT, yang didahului dengan perjanjian 
utang-piutang yang dijamin. 
b. Tahap pendaftaran Hak Tanggungan oleh Kantor Pertanahan, yang 
merupakan saat lahirnya Hak Tanggungan yang dibebankan. 
 
 
6. Isi Akta Pemberian Hak Tanggungan 
Isi dari APHT terdiri dari yang wajib dicantumkan (dimuat) dan yang tidak 
wajib dicantumkan (fakultatif). Berdasarkan Pasal 11 UUHT, isi di dalam APHT 





a. Nama dan identitas pemegang dan pemberi Hak Tanggungan 
b. Domisili para pihak, apabila diantara mereka ada yang berdomisili di luar 
Indonesia, maka harus dicantumkan salah satu domisili yang ada di 
Indonesia, dan dalam domisili pilahan itu tidak dicantumkan maka kantor 
PPAT tempat pembuatan APHT dianggap sebagai domisili yang dipilih. 
c. Penunjukan secara jelas utang atau utang-utang yang dijamin. Penunjukan 
utang dan utang-utang yang dijamin meliputi nama dan identitas debitur 
yang bersangkutan. 
d. Nilai tanggungan adalah suatu pernyataan sampai sejumlah batas utang yang 
dijamin dengan Hak Tanggungan yang bersangkutan. 
e. Uraian yang jelas mengenai obyek Hak Tanggungan. Uraian ini meliputi 
rincian mengenai sertifikat hak atas tanah yang bersangkutan atau bagi tanah 
yang belum terdaftar sekurang-kurangnya memuat uraian kepemilikan, 
letak, batas-batas dan luas tanahnya. 
Isi yang tidak wajib dicantumkan ini berupa janji-janji dan tidak mempunyai 
pengaruh terhadap sahnya akta. Pihak-pihak bebas menentukan untuk 
menyebutkan atau tidak menyebutkan janji-janji ini dalam APHT. Dengan 
dimuatnya janji-janji dalam APHT yang kemudian didaftar pada Kantor 
Pertanahan, maka janji-janji tersebut mempunyai kekuatan mengikat terhadap 
pihak ketiga. 
 
7. Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan 
Mengenai Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) dalam 
Pasal 5 UUHT disebutkan bahwa: 
a. SKMHT wajib dibuat dengan akta notaris atau akta PPAT dan harus 
memenuhi persyartan-persyaratan yang sudah ditentukan. 
b. Kuasa untuk membebankan Hak Tanggungan tidak dapat ditarik kembali 
atau tidak dapat beakhir oleh sebab apapun juga kecuali karena kuasa 





c. SKMHT mengenai hak atas tanah yang sudah terdaftar wajib diikuti dengan 
pembuatan APHT selambat-lambatnya 1 bulan sesudah diberikan. 
d. SKMHT mengenai hak atas tanah yang belum terdaftar wajib diikuti dengan 
pembuatab APHT selambat-lambatnya 3 bulan sesudah diberikan. 
e. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak berlaku 
dalam SKMHT diberikan untuk menjamin kredit tertentu yang ditetapkan 
dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
f. SKMHT yang diikuti dengan pembuatan APHT dalam waktu yang 
ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4), atau waktu yang 
ditentukan menurut ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5) 
batal demi hukum. 
8. Peralihan Hak Tanggungan 
Hal piutang yang bersangkutan beralih kepada kreditor lain, Hak 
Tanggungan yang menjaminnya, karena hukum beralih pula kepada kreditor 
tersebut. Pencatatan peralihan Hak Tanggungan tersebut tidak memerluka akta 
PPAT, tetapi cukup didasarkan pada akta beralihnya piutang yang dijamin. 
Pencatatan peralihan itu dilakukan pada buku tanah dan sertifikat Hak 
Tanggungan yang bersangkutan, serta pada buku tanah dan sertifikat hak atas 
tanah yang dijadikan jaminan. Dalam Pasal 16 UUHT disebutkan bahwa: 
a. Jika piutang yang dijamin dengan Hak tanggungan beralih karena cessie, 
subrogasi, pewarisan, atau sebab-sebab lain. Hak Tanggungan tersebut ikut 
beralih karena hukum kepada kreditur yang baru. 
b. Beralihnya Hak Tanggungan sebagaimana dimaksudkan wajib didaftarkan 
oleh kreditur yang baru kepada Kantor Pertanahan. 
c. Pendaftaran beralihnya Hak Tanggungan tersebut dilakukan oleh Kantor 
Pertanahan dengan mencatatnya pada buku-buku Hak Tanggungan dan 
buku-buku hak atas tanah yang menjadi obyek Hak Tanggungan serta 
menyalin catatan tersebut pada sertifikat Hak Tanggungan dan sertifikat hak 





d. Tanggal pencatatan pada buku tanah adalah tanggal hari ketujuh setelah 
diterimanya secara lengkap surat-surat yang diperlukan bagi pendaftaran 
yang beralihnya Hak Tanggungan dan jika hari ketujuh itu jatuh pada hari 
libur, catatan itu diberi tanggal hari kerja berikutnya. 
e. Beralihnya Hak Tanggungan mulai berlaku bagi pihak ketiga pada hari 
tanggal pencatatan sebagaimana dimaksudkan di atas. 
 
9. Hapusnya Hak Tanggungan 
Berdasarkan Pasal 18 hapusnya Hak Tanggungan ditentukan bahwa: 
a. Hak Tanggungan hapus karena: 
1) Hapusnya utang yang dijamin dengan Hak Tanggungan. 
2) Dilepaskannya Hak Tanggungan oleh pemegang Hak Tanggungan. 
3) Pembersihan Hak Tanggungan perdasarkan penetapan peringkatoleh 
ketua Pengadilan Negeri. 
4) Hapusnya hak atas tanah yang dibebani Hak Tanggungan. 
b. Hapusnya Hak Tanggungan karena dilepaskan oleh pemegangnya dilakukan 
dengan pemberian pernyataan tertulis mengenai dilepaskannya Hak 
Tanggungan tersebut oleh pemegang Hak Tanggungan kepada pemberi Hak 
Tanggungan. 
c. Hapusnya hak tanggungan karena pembersihan Hak Tanggungan 
berdasarkan penetapan peringkat oleh ketua Pengadilan terjadi karena 
permohonan pembeli Hak atas tanah yang dibebani hak tanggungan 
sebagaimana diatur dalam Pasal 19. 
d. Hapusnya hak tanggungan karena hapunya hak atas tanah yang dibebani hak 


























BAB III. HASIL PENELITIAN dan PEMBAHASAN 
A. Deskripsi Lokasi Mengenai Mitra Mayapada Usaha di Surakarta 
1. Sejarah Berdirinya Mitra Mayapada Usaha di Surakarta 
Sejarah berdirinya Mitra Mayapada Usaha di Surakarta tidak terlepas dari 
adanya Bank Mayapada, karena Mitra Mayapada Usaha ini merupakan produk 
dari Bank Mayapada yang membantu Mayapada dalam menangani khusus untuk 
pinjaman yang ditujukan oleh para usaha yang ingin membutuhkan modal. 
Sebelum penulis memaparkan tentang sejarah terbentuknya Mitra Mayapada 
Usaha, penulis akan sedikit menjelaskan tentang sejarah berdirinya Bank 
Mayapada. 
PT Bank Mayapada Internasional mulai beroperasi sebagai Bank umum 
sejak 23 Maret 1990. Didirikan dengan akte notaris Misahardi Wilamarta, S.H 
(No. 196 tanggal 7 September 1989), Anggaran Dasar PT Bank Mayapada 
Internasional disahkan Departemen Kehakiman dengan Surat Keputusan No. C2-
25 HT. 01. 01 Tahun 1990, tanggal 10 Januari 1990 dan diberi izin beroperasi 
oleh Menteri Keuangan dengan Surat Keputusan Nomor 342/KMK.013/1990 
pada tanggal 16 Maret 1990 dan memperoleh izin menjadi Bank devisa 
berdasarkan Surat Keputusan Bank Indonesia Nomor 26/26/KEP/DIR tanggal 3 
Juni 1993, dan sejak tahun 1997 PT. Bank Mayapada Internasional menjadi Bank 
publik. 
Pada tahun 2006 Bank Mayapada mengeluarkan produk Mikronya dan 
dikenal dengan sebutan Mitra Mayapada Usaha, dan pertama kali dikenalkan di 
Jakarta. Kemudian pada Tahun 2007, produk Mikro dari Bank Mayapada ini 
mulai dikenalkan dan dibuka di Surakarta, dan hingga sekarang sudah ada 9 
cabang Mitra Mayapada Usaha yang tersebar di se-Karesidenan Surakarta dan 2 
kantor yang ditempati oleh pimpinan area dari Mitra Mayapada Surakarta. Dengan 
adanya 9 kantor cabang yang menyebar di se-Karesidenan Surakarta ini, penulis 





Dalam setahun terakhir, porsi kredit usaha mikro, kecil dan menengah 
(UMKM) terhadap total kredit Perbankan nasional cenderung menurun, maraknya 
proyek infrastruktur belakangan ini menjadi salah satu penyebabnya. Berdasarkan 
Data Bank Indonesia (BI) per Juli 2009, posisi kredit UMKM sebesar Rp 450.86 
triliun atau 51,7 % tersebut lebih kecil dibanding Juli 2008 sebesar 52,62 %. 
Kredit umum terdiri dari kredit menengah yaitu untuk pinjman antara Rp. 500 juta 
sampai dengan Rp. 5 miliar, kredit kecil berkisar antara Rp. 50 juta sampai 
dengan Rp. 500 juta dan kredit mikro di bawah 50 juta. Turunnya porsi kredit 
UMKM dalam setahun belakangan kontras dengan kondisi selama Tahun 2004-
2007. Selama periode tersebut porsi kredit UMKM saat ini tak terlepas dari mulai 
maraknya proyek berskala korporasi seperti pembangunan infrastruktur, 
perkebunan, pertambangan dan telekomunikasi. 
Melihat dari sisi peluang mikro dari periode tahun sebelumnya 
memperlihatkan kondisi masih terbukanya kesempatan kepada Mitra Mayapada 
Usaha pada khususnya untuk bisa dapat memanfaatkan daya beli masyarakat yang 
mulai membaik walaupun masih terkonsentrasi pada jasa perdagangan, 
diharapkan dalam 1-2 tahun ke depan komposisi penyaluran kredit bisa dilakukan 
secara seimbang, meskipun masih tergolong rendah tinggal bagaimana kita 
menyikapi fenomena tersebut yang merupakan strategi Bank dalam merotasi 
portofolio kredit mikro sekaligus mengoptimalisasikan keuntungan. 
Sesuai dengan Visi dan Misi Mitra Mayapada Usaha “menatap masa depan 
yang baik”, “ikut andil dalam mensejahterakan pengusaha dan pedagang kecil 
menengah”, kaitan hal tersebut diatas dapat menyelaraskan apa yang dikehendaki 
oleh perusahaan, secara bersama Mitra Mayapada Usaha perlu menyikapi 
tantangan juga keinginan Mitra Mayapada Usaha untuk lrbih proaktif dan 
progresif sehingga lebih mendorong divisi MMU yang saat ini masih merupakan 
cikal bakal mikro menjadi mikro yang berstandart nasional dengan langkah 
mengetengahkan strategi dengan meningkatkan distribusi layanan melalui 






2. Fungsi Mitra Mayapada Usaha di Surakarta 
Mitra Mayapada Usaha yang ada di Surakarta didirikan dengan mempunyai 
fungsi yaitu untuk memberikan pinjaman kredit berupa uang kepada para 
pengusaha atau wiraswasta menengah ke bawah untuk mendapatkan modal dalam 
mendirikan usahanya. Mitra Mayapada Usaha ini dalam melakukan 
kepentingannya yaitu memberikan pinjaman kredit berupa uang tentunya di 
bawah kendali atau pengawasan dari Bank Mayapada. Hanya saja fungsi dari 
Mitra Mayapada Usaha hanya memberikan pinjaman kredit barupa uang dan 
bukan tempat menyimpan uang seperti fungsi dari Bank Mayapada itu sendiri. 
Tetapi dengan adanya Mitra Mayapada Usaha maka tujuan untuk meningkatkan 
pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan 
masyarakat dan pengusaha atau wiraswasta menengah ke bawah khususnya yang 
adil dan makmur. 
Mitra Mayapada Usaha memiliki 2 struktur oganisasi, yaitu struktur 
organisasi area manager dan struktur organisai Mitra Mayapada Usaha Unit yang 
penulis gunakan sebagai sumber dalam Penulisan Hukum (skripsi). Struktur 
organisasinya adalah sebagai berikut:  
 


































3. Rencana Bisnis Mitra Mayapada Usaha di Surakarta 
Menurut Khalid K. Moenardy, usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) 
memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan menjadi motor 
penggerak perekonomian nasional. Potensi dan peran ini menjadi semakin nyata 
setelah krisis Tahun 1997. Dari segi jumlah terdapat sekitar 40-an juta unit usaha, 
dan menyerap sekitar 79,04 juta tenaga kerja. Sementara dari sisi Perbankan 
menjadi alternative penyaluran kredit dengan alternatif penyaluran kredit dengan 
dengan tingkat kemacetan relatif kecil. Meskipun demikian, fakta menunjukkan 
bahwa pengembangan UMKM yang telah dilakukan selama ini belum 
menunjukkan hasil yang maksimal. Masing-masing sektor/lembaga cenderung 
berjalan sendiri-sendiri (Jurnal Bisnis dan Usahawan, 2005: 19). 
Upaya pengembangan dan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah 
(UMKM) kembali mendapat perhatian lebih serius dari beberapa pihak, baik 
pemerintah, kalangan Perbankan, LSM maupun Lembaga-lembaga Internasional. 
Hal ini dilatarbelakangi oleh besarnya potensi dan daya tahan yang dimiliki harus 
diefektifkan sehingga dapat berfungsi sebagai salah satu motor penggerak 
perekonomian nasional setelah bangsa ini mengalami krisis ekonomi yang 
berkepanjangan. 
Dalam rangka mewujudkan rencana Bank Indonesia melalui program 
Arsitek Perbankan Indonesia atau lebih dikenal API, maka dengan memperhatikan 












rencana bisnis bank 5 tahun mendatang, Mitra Mayapada Usaha memiliki tujuan 
untuk menjadi ‘MMU dengan focus’, MMU telah memulai memfokuskan 
kegiatan Perbankannya kearah bidang usaha ritel dan konsumen, dengan tujuan 
pasar menengah ke bawah serta didukung dengan peningkatan kualitas 
menejemen dan operasional Perbankan. MMU telah menyusun perencanaan yang 
matang dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip kehati-hatian dan azas 
Perbankan yang sehat serta responsive terhadap perbuatan eksternal. 
Misi utama MMU dalam menjalankan kegiatannya adalah untuk 
mempertahankan tingkat kesehatan perekonomian untuk menjadi lebih baik 
dengan memberikan suatu nilai tambah yang optimal kepada nasabah, karyawan, 
pemegang saham dan pemerintah. MMU berusaha keras untuk menempatkan 
UMKM pada posisi yang sejajar dengan Lembaga Pembiayaan yang lain serta 
menjamin kepuasan nasabah akan jasa dan pelayanan yang diberikan dengan tetap 
memegang teguh prinsip kehati-hatian dan pertumbuhan yang menghasilkan rasio 
permodalan yang sehat. 
Berpedoman pada Misi utama tersebut, maka beberapa usaha akan terus 
dijalankan secara konsisten oleh manajemen MMU, yaitu: 
a. Memperkuat nilai, konsistensi, filosofi dan budaya kerja, 
b. Memfokuskan kepada nasabah menengah dan kecil, 
c. Menjalin kerjasama strategic partnership, 
d. Meningkatkan pangsa pasar, 
e. Memperluas jaringan kantor dan distribusi, 
f. Meningkatkan efisiensi operasi dan menjalankan praktek Perbankan yang 
hati-hati (prudent), 
g. Selalu mengutamakan pelayanan yang terbaik bagi nasabah dan, 
h. Senantiasa memperbaharui dan menyempurnakan penggunaan sarana 
teknologi sebagai alat kemudahan transaksi bagi nasabah. 
Masalah utama yang perlu segera mendapat perhatian adalah peningkatan kredit 
yang tetap secara prudent untuk menghasilkan pendapatan bunga yang 





Hasil studi yang dilakukan LM-FEUI (Karjantoro, 2002) merupakan 
sejumlah masalah yang dihadapi UMKM, antara lain: 
a. Kurang mampu mempertahankan mutu; 
b. Kurang membina saluran informasi mengenai usahanya; 
c. Kurang membuat catatan secara tertib; 
d. Tidak membuat perencanaan secara tertulis; 
e. Sangat tergantung pada pelanggan dan pemasok sekitarnya; 
f. Kurang mampu membina hubungan dengan Perbankan. 
Sementara kendala yang berkaitan dengan administrasi keuangan, antara lain: 
banyak dari mereka yang belum atau tidak mengerti pencatatan 
keuangan/akuntansi, masalah dalam menyusun laporan keuangan, dan sebagainya. 
Kendala yang berkaitan dengan keuangan seperti ini membuat pengusaha MKM 
tidak biasa membuat proposal sesuai dengan kepentingan Perbankan. 
Temuan tersebut menunjukkan bahwa kendala permodalan merupakan 
kendala yang paling besar. Maka perlu adanya upaya yang lebih komprehensif 
yang tidak hanya menyediakan bantuan modal, tetapi juga bantuan di luar modal, 
terutama yang berkaitan pemasaran, manajemen serta mengatasi persaingan pasar 
yang selama ini menghambat persaingan usaha ((Jurnal Bisnis dan Usahawan, 
2005: 19).  
MMU berencana mengajukan permohonan untuk mengadakan perluasan 
jaringan kantor operasional yang akan dilakukan seiring dengan perluasan 
jangkauan wilayah pemasaran diberbagai lokasi di seluruh Surakarta. Lokasi yang 
akan dipilih merupakan lokasi yang strategis untuk pengembangan jaringan kantor 
operasional berdasarkan hasil penelaahan kelayakan (feasibility study). Di 
samping penambahan kantor baru juga akan dilakukan peningkatan status kantor 
guna meningkatkan pelayanan dan memperluas jangkauan pemasaran. 
Dalam rangka mendukung tercapainya rencana bisnis tersebut di atas, maka 
manajemen dari MMU akan mengkonsentrasikan hal-hal berikut: 
a. Perubahan kultur kerja bagi seluruh karyawan agar mempunyai kepekaan 





(sense of belonging), peka krisis (sense of crisis), dan peka pencapaian 
(sense of achieving). 
b. Menyempurnakan sistem informasi manajemen untuk menjamin tersedianya 
informasi yang akurat dan tepat waktu bagi para pembuat keputusan, 
sehingga dapat lebih baik dalam melakukan tugas pengarahan, pengendalian 
dan pelaksanaan berbagai kebijakan secara efektif dan efisien. 
c. Meningkatkan atau memperkuat aktifitas audit internal dan eksternal untuk 
menjamin integritas laporan-laporan keuangan, untuk menilai dan 
memperkuat kualitas pengendalian internal dan audit berdasarkan risiko 
(risk based audit). 
d. Melaksanakan fungsi satuan kerja manajemen risiko untuk mengevaluasi 
kebijakan penerapan manajemen MMU berbasis risiko dan penggunaan 
model dan praktek UMKM khususnya dalam pengendalian risiko kredit, 
market, likuiditas dan operasional. 
Pada dasarnya upaya untuk mengembangkan UMKM merupakan bagian 
yang tidak dapat dipisahkan dari keseluruhan proses pembangunan ekonomi 
bangsa. Karena itu pemerintah sebenarnya sudah melakukan berbagai upaya untuk 
mengembangkan UMKM, tetapi masih terkotak-kotak. Masing-masing sektor 
atau instansi memiliki program tersendiri dalam pengembangan UMKM.  
Akibat dari pembinaan dan pengembangan UMKM, yang terkotak-kotak, 
Nampak ketidak efektifan karena sasaran pengembangan UMKM kurang berhasil 
pencapaiannya, sementara pengorbanan yang dilakukan sudah sedemikian besar 
baik waktu , tenaga maupun dana. 
 
B. Prosedur Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit dengan 
Menggunakan Hak Tanggungan di Mitra Mayapada Usaha di Surakarta 
 
1. Syarat-Syarat Penganjuan Mengajukan Kredit di Mitra Mayapada Usaha 
Sebelum nasabah meminjam uang atau melakukan perjanjian kredit kepada 





Syarat-syarat tersebut termasuk syarat yang biasanya digunakan suatu badan 
tertentu yang menyediakan fasilitas kredit yaitu: 
a. Kartu Tanda Penduduk (KTP); 
b. Kartu Keluarga (KK); 
c. Surat Nikah (jika sudah menikah); 
d. Bukti Pembayaran PBB; 
e. Izin Usaha; 
f. Surat Keterangan Usaha; 
g. Rekening Listrik dan Rekening Telepon; 
h. Bukti Usaha. 
Siapa saja bias meminjam atau mengajukan kredit di mitra Mayapada Usaha 
asalkan syarat-syarat seperti yang sudah tercantum di atas telah dipenuhi maka 
pihak Mitra Mayapada Usaha di Surakarta akan memberikan pinjaman dan 
timbulah perjanjian kredit dimana debitur harus memberikan jaminan berupa Hak 
Tanggungan yang debitur miliki. Dalam pelaksanaan Perjanjian Kredit dengan 
Hak Tanggungan terdapat dua pihak yaitu: Pemberi dan Penerima Hak 
Tanggungan, pihak pemberi adalah debitur dan pihak penerima adalah kreditur. 
Hubungan antara pemberi dan penerima Hak Tanggungan adalah hubungan 
berdasarkan kepercayaan, sehingga masing-masing pihak mempunyai hak dan 
kewajiban. 
 
2. Hak dan Kewajiban Para Pihak 
a. Pemberi Hak Tanggungan 
Yang dimaksud pemberi Hak Tanggungan adalah menurut Pasal 8 
UUHT, orang perseorangan atau Badan Hukum yang mempunyai kewenangan 
untuk melakukan perbuatan hukum terhadap objek Hak Tanggungan yang 
bersangkutan. Dengan demikian, karena objek Hak Tanggungan adalah Hak 
Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah 
Negara, sejalan dengan ketentuan Pasal 8 UUHT itu yang dapat menjadi 





dapat mempunyai Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak 
Pakai atas Tanah Negara. 
1) Hak Pemberi Hak Tanggungan 
a) Pemberi Hak Tanggungan berhak untuk menguasai benda jaminan dan 
mempergunakannya dalam kegiatan usaha. 
b) Apabila persyaratan dan prosedur untuk memperoleh kredit terpenuhi 
maka pemberi Hak Tanggungan berhak untuk mendapatkan fasilitas 
kredit. 
c) Pemberi Hak Tanggungan berhak untuk menarik jaminan Hak 
Tanggungan atas barang tersebut apabila menurut penilaian kreditur 
bahwa kredit tersebut dikatakan lunas. 
d) Pemberi Hak Tanggungan berhak untuk menerima kembali sisa uang 
hasil penjualan jaminan setelah dikurangi dengan pinjaman pokok  
bunga dan biaya yang timbul dari penjualan benda tersebut jika terjadi 
pelelangan akibat wanprestasi dari debitur atau pemberi Hak 
Tanggungan. 
2) Kewajiban Pemberi Hak Tanggungan 
a) Pemberi Hak Tanggungan wajib bertanggungjawab sepenuhnya atas 
barang-barang yang dijadikan jaminan, termasuk di dalamnya 
memperbaiki, mengganti kehilangan barang yang pinjam pakai serta 
memelihara dan mengurus sebaik-baiknya. 
b) Setiap kerugian yang ditimbulkan oleh karena kerusakan atas barang-
barang menjadi kewajiban bagi debitur untuk menanggungnya. 
c) Pemberi Hak Tanggungan wajib berusaha dengan sebaik-baiknya 
terhadap barang-barang yang dipinjam pakai untuk menghindari dan 
mengurangi kemrosotan dari nilai barang tersebut. 
d) Pemberi Hak Tanggungan wajib menyerahkan surat asli yang 
menyatakan kepemilikan dari objek Hak Tanggungan dalam rangka 





e) Apabila barang tersebut menurut sifatnya dan tujuannya adalah untuk 
diperdagangkan, maka adanya kewajiban untuk melapor secara 
tertulis. 
f) Pemberi Hak Tanggungan berkewajiban untuk melunasi pinjaman 
dengan Jaminan Hak Tanggungan sesuai dengan jangka waktu yang 
telah ditentukan. 
g) Pemberi Hak Tanggungan wajib untuk membayar bunga atas kredit 
yang diperoleh dengan menggunakan Hak tanggungan. 
b. Pemegang Hak Tanggungan 
Menurut Pasal 9 UUHT, pemegang Hak Tanggungan adalah orang 
perseorangan atau Badan Hukum yang berkedudukan sebagai pihak yang 
berpiutang. Dengan demikian, yang dapat menjadi pemegang Hak Tanggungan 
adalah siapapun juga yang berwenang melakukan perbuatan perdata untuk 
memberikan utang, yaitu baik itu orang perseorangan Warga Negara Indonesia 
maupun orang asing. 
1) Hak Pemegang Hak Tanggungan 
a) Pemegang Hak Tanggungan berhak untuk memanggil kepada pemberi 
Hak Tanggungan apabila pemberi Hak Tanggungan menyalahgunakan 
kekuasaannya terhadap barang-barang yang dijadikan obyek jaminan. 
b) Pemegang Hak Tanggungan berhak untuk memeriksa, mengawasi 
terhadap barang-barang yang dapat dijadikan obyek jaminan. 
c) Pemegang Hak Tanggungan berhak untuk menjual benda jaminan 
yang berada dalam penguasaan pemberi Hak Tanggungan dalam hal 
debitur wanprestasi. 
2) Kewajiban Pemegang hak Tanggungan 
a) Pemegang Hak Tanggungan berkewajiban untuk menyerahkan benda 
jaminan apabila pemberi Hak Tanggungan telah melunasi 
kewajibannya. 
b) Pemegang Hak Tanggungan berkewajiban untuk menyediakan dana 





c) Pemegang Hak Tanggungan berkewajiban untuk mendaftarkan 
jaminan Hak Tanggungan kepada notaries atau Pejabat Pembuat Akta 
Tanah atau sering disingkat dengan sebutan PPAT agar segera 
dikeluarkannya Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan 
(SKMHT). 
 
3. Proses Pembebanan Hak Tanggungan 
Proses pembebanan Hak Tanggungan dilaksanakan melalui 2 tahap 
kegiatan, yaitu: 
a. Tahap pemberian Hak Tanggungan 
Pasal 10 UUHT menerangkan bahwa pemberian Hak Tanggungan 
didahului dengan janji untuk memberikan Hak Tanggungan sebagai jaminan 
pelunasan utang tertentu, yang dituangkan di dalam dan merupakan bagian 
tak terpisahkan dari perjanjian utang piutang yang bersangkutan atau 
perjanjian lainnya yang menimbulkan utang. 
Pemberian hak tanggungan dilakukan dengan pembuatan Akta 
Pemberian Hak Tanggungan atau disingkat dengan singktan APHT oleh 
Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sesuai dengan Peraturan Perundang-
undangan yang berlaku. Apabila obyek Hak Tanggungan berupa Hak Atas 
Tanah yang berasal dari Konversi hak lama yang telah memenuhi syarat 
untuk didaftarkan akan tetapi pendaftarannya belum dilakukan, pemberian 
Hak Tanggungan diberikan bersamaan dengan permohonan pendaftaran hak 
atas tanah yang bersangkutan. 
Hak lama adalah hak kepemilikan atas tanah menurut hukum adat 
yang telah ada akan tetapi proses administrasi dalam konversinya belum 
selsesai dilaksanakan. Syarat-syarat harus dipenuhi adalah syarat-syarat 
yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
Mengingat tanah dengan hak lama ini masih banyak, pembebanan Hak 
Tanggungan atas itu dimungkinkan asalkan pemberiannya dilakukan 
bersamaan dengan permohonan pendaftaran hak atas tanah tersebut. 





pemegang hak atas tanah yang belum bersertifikat untuk memperoleh kredit. 
Di samping itu, kemungkinan di atas dimaksudkan untuk mendorong 
persertifikatan hak atas tanah pada umumnya. Dengan adanya ketentuan ini 
berarti bahwa penggunaan tanah yang bukti kepemilikannya berupa girik, 
petuk dan lain-lain yang sejenis masih dimungkinkan sebagai agunan 
sebagaimana dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. 
Menurut peraturan perundangan-undangan yang berlaku, PPAT 
adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta pemindahan hak atas 
tanah dan akta lain dalam rangka pembebanan hak atas tanah, yang bentuk 
aktanya ditetapkan, sebgai bukti dilakukannya perbuatan hukum tertentu 
mengenai tanah yang terletak dalam daerah kerjanya masing-masing. Dalam 
kedudukannya sebagai yang disebutkan di atas, maka akta-akta yang dibuat 
oleh PPAT merupakan akta otentik. 
Pengertian perbuatan hukum “pembebanan hak atas tanah” yang 
pembuat aktanya merepakan kewenangan PPAT, meliputi pembuatan akta 
pembebanan hak guna bangunan atas tanah hak milik sebagaimana diatur 
dalam Pasal 37 dan pembuatan akta dalam rangka pembebanan Hak 
Tanggungan yang diatur dalam UUHT. 
Jika yang dijadikan jaminan lebih dari satu bidang tanah dan 
diantaranya ada yang letaknya di luar daerah kerjanya, untuk pembuatan 
APHT yang bersangkutan PPAT memerlukan ijin dari Kepala Kantor 
Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Propinsi, namun bidang-bidang 
tanah tersebut harus terletak dalam satu daerah kerja Kantor Pertanahan 
Kabupaten/kotamadya. Dalam pemberian Hak Tanggungan  dihadapan 
PPAT, wajib dihadiri oleh pemberi Hak Tanggungan dan penerima Hak 
Tanggungan dan disaksikan oleh 2 orang saksi. Jika tanah yang dijadikan 
jaminan belum bersertifikat yang wajib bertindak sebagai saksi adalah 
Kepala Desa dan seorang anggota pemerintahan dari desa yang 
bersangkutan. PPAT wajib menolak permintaan untuk membuat APHT jika 
tanah yang bersangkutan masih dalam perselisihan/sengketa (Purwahid 





b. Tahap pendaftaran Hak Tanggungan 
Menurut Pasal 13 UUHT, pemberian Hak Tanggungan wajib 
didaftarkan pada Badan Pertanahan Nasional (BPN) selambat-lambatnya 7 
(tujuh) hari kerja setelah penandatanganan APHT, PPAT wajib 
mengirimkan APHT dan warkah lain yang diperlukan kepada Kantor 
Pertanahan. Dengan pengiriman oleh PPAT berarti akta dan warkah yang 
diperlukan disampaikan ke Kantor Pertanahan melalui petugasnya atau 
dikirim melalui pos tercatat. PPAT wajib menggunakan cara yang paling 
baik dan aman dengan memperhatikan kondisi daerah dan fasilitas yang ada, 
serta selalu berpedoman pada tujuan untuk didaftarkannya Hak Tanggungan 
secepat mungkin. 
Warkah yang dimaksud meliputi surat-surat bukti berkaitan dengan 
obyek Hak Tanggungan, dan identitas pihak-pihak bersangkutan, termasuk 
di dalamnya sertifikat hak atas tanah dan/atau surat-surat keterangan 
mengenai obyek Hak Tanggungan. PPAT wajib melaksanakan ketentuan 
tersebut karena jabatannya. Sanksi atas pelanggarannya akan ditetapkan 
dalam Peraturan Perundang-undangan yang mengatur jabatan PPAT. 
Pendaftaran Hak Tanggungan dilakukan oleh Badan Pertanahan 
Nasional (BPN) dengan membuatkan buku tanah Hak Tanggungan dan 
mencatatnya dalam buku tanah hak atas tanah yang menjadi obyek Hak 
Tanggungan serta menyalin catatan tersebut pada sertifikat hak atas tanah 
yang bersangkutan. Mengenai tanggal buku tanah Hak Tanggungan, tanggal 
hari ketujuh setelah penerimaan secara lengkap surat-surat yang diperlukan 
bagi pendaftaran, jika hari ketujuh itu jatuh pada hari libur, buku tanah yang 
bersangkutan diberi tanggal pada hari kerja berikutnya. 
Kepastian tanggal buku tanah dimaksudkan agar pembuatan buku 
tanah Hak Tanggungan tidak berlarut-larut sehingga dapat merugikan pihak-
pihak yang berkepentingan dan mengurangi jaminan kepastian hukum. 





Tanggungan lahir, asas publisitas terpenuhi dengan dibuatnya buku tanah 
Hak Tanggungan dan Hak Tanggungan mengikat pada pihak ketiga. 
Hak atas tanah yang dijadikan jaminan belum memiliki sertifikat, 
tanah tersebut wajib didaftarkan untuk mendapatkan sertifikat lebih dahulu 
sebelum dilakukan pendaftaran Hak Tanggungan yang bersangkutan. Waktu 
hari ketujuh yang ditetapkan sebagai tanggal buku tanah Hak Tanggungan 
tersebut dalam hal demikian, dihitung sejak selesainya pendaftaran hak atas 
tanah yang bersangkutan (Purwahid Patrik, 2001: 66-67). 
c. Sertifikat Hak Tanggungan 
Dalam Pasal 14 UUHT disebutkan bahwa, sebagai tanda bukti adanya 
Hak Tanggungan, Badan Pertanahan Nasional (BPN) menerbitkan sertifikat 
Hak Tanggungan. Sertifikat tersebut memuat kepala sertifikat dengan kata-
kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG 
MAHA ESA”. Dengan demikian mempunyai kekuatan eksekutorial yang 
sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum 
tetap dan berlaku sebagai pengganti grosse acte Hypotheek sepanjang 
mengenai hak atas tanah. Jadi, kepala sertifikat yang dicantumkan pada 
sertifikat Hak Tanggungan dimaksudkan untuk menegaskan adanya 
kekuatan eksekutorial pada sertifikat Hak tanggungan, sehingga apabila 
debitor cidera janji (wanprestasi), siap untuk diseksekusi seperti halnya 
suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, 
melalui tata cara dan dengan menggunakan Lembaga Parate Executie sesuai 
dengan peraturan Hukum Acara Perdata. Jika tidak dijanjikan lain, maka 
sertifikat hak atas tanah yang telah dibubuhi catatan pembebanan Hak 
Tanggungan dikembalikan kepada pemegang hak atas tanah yang 
bersangkutan dan untuk sertifikat Hak Tanggungan diserahkan kepada 
pemegang Hak Tanggungan. 
Jaminan Hak Tanggungan merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian 
pokok yaitu perjanjian kredit. Perjanjian kredit yang telah disetujui kedua belah 
pihak harus diikuti dengan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan 





Membebankan Hak Tanggungan, Objek yang akan dijadikan jaminan harus 
didaftarkan terlebih dahulu ke notaris atau PPAT. 
 
4. Prosedur Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit di MMU 
Surakarta 
Dalam memberikan kredit dalam masyarakat, Mitra Mayapada Usaha 
(MMU) di Surakarta mempunyai pendapatan yang berasal dari bunga kredit, 
sehingga dalam pelepasan kredit pihak Mitra Mayapada Usaha (MMU) di 
Surakarta mensyaratkan adanya jaminan sebagai pengaman jika debitur lalai 
dalam memenuhi kewajibannya, namun sering terjadi pula debitur melakukan 
wanprestasi, sehingga menyebabkan kredit macet. 
Berdasarkan hasil wawancara pada hari Kamis tangal 24 Desember 2009 
bersama Bapak Yuli sebagai pimpinan area Mitra Mayapada Usaha (MMU) di 
Surakarta dalam menentukan kriteria kredit dapat dinyatakan macet, karena dalam 
jangka waktu yang telah ditentukan debitur tidak dapat melunasinya, sehingga 
debitur dinyatakan lalai. Wanprestasi tersebut dapat disebabkan karena: 
a. Debitur menyalahgunakan kredit yang diberikan oleh kreditur untuk 
keperluan yang tidak semestinya dilakukan sehingga mengalami kesulitan 
dalam membayar angsuran yang menjadi tunggakan angsuran. 
b. Kondisi ekonomi debitur. 
c. Sejak awal debitur mempunyai karakter atau niat yang tidak baik. 
d. Debitur meninggal dunia dan tidak ada barang jaminan. 
e. Adanya keadaan atau kejadian di luar dugaan dan tidak disengaja terhadap 
usaha debitur sehingga tidak dapat menepati janji untuk menanggulangi 
terjadinya wanprestasi tersebut pihak Mitra Mayapada Usaha di Surakarta 
mengambil langkah-langkah pengamanan secara preventif dan represif. 
Adapun langkah-langkah yang diambil oleh Mitra Mayapada Usaha (MMU) 
di Surakarta dengan cara pengamanan secara represif dan preventif. Pengamanan 
secara preventif dilakukan oleh pihak Mitra Mayapada Usaha (MMU) di 





kemudian petugas akan melakukan pendekatan-pendekatan kepada debitur. 
Pendekatan tersebut dilakukan dengan cara memberikan pengarahan-pengarahan, 
bimbingan-bimbingan dan petunjuk-petunjuk tentang resiko yang harus 
ditanggung dan denda yang dikenakan jika sampai terjadi keterlambatan 
pembayaran angsuran atau penjelasan-penjelasan lainnya. Dengan usaha 
pendekatan-pendekatan ini diharapkan akan memancing debitur untuk berusaha 
secara maksimal agar dapat membayar angsuran tepat pada waktunya. 
Langkah pengamanan secara represif dilakukan oleh pihak Mitra Mayapada 
Usaha (MMU) di Surakarta untuk menyelesaikan kredit-kredit yang mengalami 
ketidak lancaran karena debitur wanprestasi, untuk menanggulangi hal-hal 
tersebut dilakukan teguran-teguran untuk menagih tunggakan pembayaran yaitu 
dengan tindakan-tindakan meliputi: 
a. Surat Peringatan 
Surat Peringatan ini diberikan kepada debitur bahwa jangka 
pengembalian sudah lewat dan debitur masih mempunyai tunggakan 
pinjaman selama tiga (3) bulan berturut-turut. Di dalam surat peringatan ini 
terdapat tiga (3) kali surat peringatan, yaitu surat peringatan I, surat 
peringatan II, dan surat peringatan III yang masing-masing memiliki jangka 
waktu yaitu15 hari dan jarak antara surat peringatan I ke surat peringatan II 
selama 7 hari begitupun dari surat peringatan II ke surat peringatan III. 
b. Surat Somasi 
Jika sampai surat peringatan ke III tetapi debitur masih belum 
melakukan prestasinya maka sekitar tiga (3) minggu setelah surat peringatan 
ke III tersebut maka dari pihak Mitra Mayapada Usaha (MMU) di Surakarta 
akan memberikan surat somasi kepada debitur yang isinya bahwa debitur 
harus segera melunasi hutangnya atau harus segera melakukan prestasi 
sesuai dengan apa yang sudah diperjanjikan di awal. Surat somasi yang 
diberikan oleh pihak Mitra Mayapada Usaha (MMU) kepada debitur yang 
melakukan wanprestasi, menggunakan jasa seorang advokat yang bernama 





Apartement Tower G Ground floor Jalan Bukit Gading Raya Kav. 1 Kelapa 
Gading Barat, Jakarta. 
c. Penyitaan 
Jika setelah diberikannya surat somasi kepada debitur tetapi debitur 
belum juga melakukan prestasinya, maka kredit dinyatakan macet dan 
debitur dinyatakan wanprestasi. Dan setelah usaha-usaha yang dilakukan 
oleh kreditur mengalami kegagalan maka kreditur akan melaksanakan 
haknya dengan cara melelang barang jaminan untuk melunasi hutang 
debitur, pelelangan jaminan tersebut oleh Mitra Mayapada Usaha dilakukan 
dengan dua (2) cara, yaitu melalui Kantor Penyelesaian Perselisihan Piutang 
Negara (KP3N) Solo atau sering disebut Kantor Lelang dan pelelangan bisa 
dilakukan melalui jalur pengadilan. Selain dengan dua (2) cara pelelangan 
tersebut, pihak Mitra Mayapada Usaha masih mempunyai satu (1) cari lagi, 
yaitu dengan cara ‘Hapus Buku’. Yang dimaksud dengan Hapus Buku ialah, 
obyek yang dijaminkan secara langsung akan menjadi milik kreditor tanpa 
adanya lelang melalui Pengadilan maupun Kantor Lelang, dan secara 
langsung pula hutang debitor yang ada pada kreditor dihilangkan dan 
dianggap lunas. 
Dengan adanya pelelangan tersebut, barang jaminan yang masih dikuasai 
oleh pemberi Hak Tanggungan dilakukan penarikan oleh pihak pemegang Hak 
tanggungan dengan surat penarikan jaminan. 
Mitra Mayapada Usaha (MMU) pada dasarnya dalam menyelesaikan 
wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan menggunakan Hak Tanggungan 
berdasarkan hasil wawancara pada hari Kamis tangal 24 Desember 2009 dengan 
Bapak Yuli sebagai pimpinan area Mitra Mayapada Usaha (MMU) di Surakarta 
lebih mengutamakan musyawarah atau pendekatan-pendekatan kepada debitur 
meskipun tidak menutup kemungkinan pemberlakuan ketentuan penjualan benda 
jaminan. Menurut Pasal 20 dan Pasal 21 UUHT, eksekusi terhadap benda yang 
menjadi objek jaminan Hak Tanggungan dapat dilakukan dengan cara: 





1) Hak pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual obyek Hak 
Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 UUHT, atau 
2) Title eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat Hak Tanggungan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) UUHT, obyek Hak 
Tanggungan di jual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang 
ditentukan dalam Peraturan perUndang-undangan untuk pelunasan 
pemegang Hak Tanggungan dengan Hak mendahulu dari pada kreditor-
kreditor lainnya. 
b. Atas kesepakatan pemberi dan pemegang Hak Tanggungan, penjualan 
obyek Hak Tanggungan dapat dilaksanakan di bawah tangan jika dengan 
demikian itu akan dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan 
semua pihak. 
c. Pelaksanaan penjualan yang dimaksud dalam ayat (2) hanya dapat dilakukan 
setelah lewat satu (1) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi 
dan/atau pemegang Hak Tanggungan kepada pihak-pihak yang 
berkepentingan dan diumumkan sedikit-dikitnya dalam dua (2) surat kabar 
yang beredar di daerah yang bersangkutan dan/atau media massa setempat, 
serta tidak ada pihak yang menyatakan keberatan. 
d. Setiap janji untuk melaksanakan eksekusi Hak Tanggungan dengan cara 
yang bertentangan dengan ketentuan pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) 
maka batal demi hukum. 
e. Sampai saat pengumuman untuk lelang dikeluarkan,  penjualan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihindarkan dengan pelunasan 
utang yang dijamin dengan Hak Tanggungan itu beserta biaya-biaya 
eksekusi yang telah dikeluarkan. 
f. Apabila pemberi Hak Tanggungan dinyatakan pailit, pemegang Hak 
Tanggungan tetap berwenang melakukan segala hak yang diperolehnya 
menurut ketentuan UUHT. 
Pada prinsipnya bahwa penjualan benda yang menjadi obyek jaminan Hak 





dapat diperoleh harga yang paling tinggi namun demikian hal penjualan melalui 
pelelangan umum diperkirakan tidak akan menghasilkan harga tertinggi yang 
menguntungkan baik pemberi dan pemegang Hak Tanggungan, maka 
dimungkinkan penjualan di bawah tangan asalkan hal tersebut disepakati oleh 
pemberi dan pemegang Hak Tanggungan dan syarat jangka waktu pelaksanaan 
penjualan tersebut dipenuhi. 
Hasil dari penjualan benda yang dijadikan jaminan tersebut digunakan untuk 
pelunasan hutang dari debitur, dan apabila ada kelebihannya maka akan 
dikembalikan kepada pemberi Hak Tanggungan. 
 
C. Permasalahan yang Timbul dalam Perjanjian Kredit Menggunakan Hak 
Tanggungan dan Cara Mengatasi Permasalahan di Mitra Mayapada 
Usaha (MMU) di Surakarta 
 
1. Permasalahan yang Timbul dalam Perjanjian Kredit dengan 
Menggunakan Hak Tanggungan di MMU Surakarta 
Dalam praktik pelaksanaan perjanjian kredit di Mitra Mayapada Usaha 
(MMU) di Surakarta berdasarkan hasil wawancara pada hari Kamis tangal 24 
Desember 2009, dengan bapak Yuli sebagai pimpinan area Mitra Mayapada 
Usaha (MMU) di Surakarta dapat ditemukan beberapa permasalahan yang timbul 
dalam perjanjian kredit menggunakan Hak Tanggungan yang menimbulkan 
wanprestasi di Mitra Mayapada Usaha di Surakarta, antara lain : 
1. Pihak pemegang Hak Tanggungan kesulitan mengawasi penggunaan barang 
jaminan yang dititipkan pemberi Hak Tanggungan, karena meskipun pemberi 
Hak tanggungan berkewajiban memelihara, namun kadang ada pemberi Hak 
Tanggungan yang beritikat kurang baik, sehingga mempergunakan barang 
jaminannya seenaknya sehingga akan menurunkan nilai barang. 
2. Pihak pemegang Hak Tanggungan cukup kesulitan untuk melakukan 
pengawasan secara langsung akan penggunaan kredit yang dicairkan. Hal 





karena penyalahgunaan kredit akan dapat menimbulkan masalah tersendiri bagi 
pemberi Hak Tanggungan, sehingga pada akhirnya pemberi Hak Tanggungan 
akan kesulitan melunasinya. 
3. Pihak pemberi Hak Tanggungan biasanya mempersulit untuk menyerahkan 
barang jaminannya, apabila adanya penarikan terhadap barang jaminan atau 
penyitaan oleh pihak Mitra Mayapada Usaha. Misalnya saja, barang jaminan 
tersebut ternyata digadaikan ke saudara si pemberi Hak Tanggungan atau si 
pemberi Hak Tanggungan tersebut pergi menghindar agar tidak bertemu oleh 
pihak penyitaan, dan masih banyak yang lain. 
 
2. Cara untuk Mengatasi Permasalahan Akibat Wanprestasi di MMU 
Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan atau kendala-kendala tersebut 
pihak Mitra Mayapada Usaha (MMU) di Surakarta melakukan upaya-upaya 
sebagai berikut: 
1. Untuk mengawasi terhadap barang jaminan yang dipinjamkan kepada pemberi 
Hak Tanggungan pihak Mitra Mayapada Usaha (MMU) di Surakarta 
memeriksa secara berskala satu (1) bulan sekali terhadap barang jaminan yang 
dipinjamkan tersebut. Jika dirasa perlu pihak MMU memberikan peringatan 
penggunaan barang jaminan tersebut. Hal ini dilakukan untuk menghindari 
merosotnya nilai barang jaminan. 
2. Untuk mengatasi penggunaan kredit, pihak Mitra Mayapada Usaha (MMU) di 
Surakarta akan mengadakan pemeriksaan serta mengadakan analisis secara 
periodik usaha pemberi Hak Tanggungan secara kelayakan usahanya, selain itu 
pihak Mitra Mayapada Usaha (MMU) di Surakarta memberikan pembinaan-
pembinaan manajemen kepada pemberi Hak Tanggungan agar usahanya dapat 
berkembang dengan kredit yang diperoleh. 
3. Agar pihak pemberi Hak Tanggungan mau menyerahkan barang jaminannya 
dengan suka rela kepada pihak Mitra Mayapada Usaha (MMU) di Surakarta, 
melakukan pendekatan dan memberikan pengertian kepada debitur yang cidera 
janji agar mau dengan suka rela untuk melunasi utangnya atau menyerahkan 





Usaha (MMU) untuk dilakukan pelelangan dan apabila pihak debitur tidak mau 
menyerahkan barang jaminannya dengan suka rela, pihak Mitra Mayapada 
Usaha (MMU) akan menyerahkan permasalahan tersebut pada Kantor 


















BAB IV. PENUTUP 
A. SIMPULAN 
 
Berdasarkan hasil penelitian yang penulis sajikan pada BAB III, maka dapat 
ditarik beberapa kesimpulan dan saran-saran sebagai berikut. 
1. Prosedur Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit dengan 
Menggunakan Hak Tanggungan di Mitra Mayapada Usaha di Surakarta 
Dalam memberikan kredit dalam masyarakat, Mitra Mayapada Usaha 
(MMU) di Surakarta mempunyai pendapatan yang berasal dari bunga kredit, 
sehingga dalam pelepasan kredit pihak Mitra Mayapada Usaha (MMU) di 
Surakarta mensyaratkan adanya jaminan sebagai pengaman jika debitur lalai 
dalam memenuhi kewajibannya, namun sering terjadi pula debitur melakukan 
wanprestasi, sehingga menyebabkan kredit macet. Wanprestasi tersebut dapat 
disebabkan karena: 
a. Debitur menyalahgunakan kredit yang diberikan oleh kreditur untuk 
keperluan yang tidak semestinya dilakukan sehingga mengalami kesulitan 
dalam membayar angsuran yang menjadi tunggakan angsuran. 
b. Kondisi ekonomi debitur. 
c. Sejak awal debitur mempunyai karakter atau niat yang tidak baik. 
d. Debitur meninggal dunia dan tidak ada barang jaminan. 
e. Adanya keadaan atau kejadian di luar dugaan dan tidak disengaja terhadap 
usaha debitur sehingga tidak dapat menepati janji untuk menanggulangi 
terjadinya wanprestasi tersebut pihak Mitra Mayapada Usaha di Surakarta 
mengambil langkah-langkah pengamanan secara preventif dan represif. 
Adapun langkah-langkah yang diambil oleh Mitra Mayapada Usaha (MMU) 
di Surakarta dengan cara pengamanan secara represif dan preventif. Pengamanan 
secara preventif dilakukan oleh pihak Mitra Mayapada Usaha (MMU) di 
Surakarta setelah melihat adanya tanda-tanda bahwa debitur akan wanprestasi, 





Pendekatan tersebut dilakukan dengan cara memberikan pengarahan-pengarahan, 
bimbingan-bimbingan dan petunjuk-petunjuk tentang resiko yang harus 
ditanggung dan denda yang dikenakan jika sampai terjadi keterlambatan 
pembayaran angsuran atau penjelasan-penjelasan lainnya. Dengan usaha 
pendekatan-pendekatan ini diharapkan akan memancing debitur untuk berusaha 
secara maksimal agar dapat membayar angsuran tepat pada waktunya. 
Langkah pengamanan secara represif dilakukan oleh pihak Mitra Mayapada 
Usaha (MMU) di Surakarta untuk menyelesaikan kredit-kredit yang mengalami 
ketidak lancaran karena debitur wanprestasi, untuk menanggulangi hal-hal 
tersebut dilakukan teguran-teguran untuk menagih tunggakan pembayaran yaitu 
dengan tindakan-tindakan meliputi: 
a. Surat Peringatan 
Di dalam surat peringatan ini terdapat tiga (3) kali surat peringatan, 
yaitu surat peringatan I, surat peringatan II, dan surat peringatan III yang 
masing-masing memiliki jangka waktu yaitu15 hari dan jarak antara surat 
peringatan I ke surat peringatan II selama 7 hari begitupun dari surat 
peringatan II ke surat peringatan III. 
b. Surat Somasi 
Surat somasi diberikan kepada debitur jika surat peringatan yang ke 
III tidak diindahkan juga oleh debitur. 
c. Penyitaan 
Jika debitur juga mengindahkan surat somasi yang diberikan pihak 
MMU maka MMU berhak menyita barang jaminan milik debitur untuk 
dilelang guna melunasi hutangnya, pelelangan tersebut oleh Mitra 
Mayapada Usaha dilakukan dengan dua (2) cara, yaitu melalui Kantor 
Penyelesaian Perselisihan Piutang Negara (KP3N) Solo atau sering disebut 
Kantor Lelang dan pelelangan bisa dilakukan melalui jalur pengadilan. 
Selain itu Mitra Mayapada Usaha mempunyai cara lain yaitu dengan cara 
‘Hapus Buku’. Hapus Buku ialah obyek yang dijaminkan secara langsung 





maupun Kantor Lelang, dan secara langsung pula hutang debitor yang ada 
pada kreditor dihilangkan dan dianggap lunas. 
 
2. Permasalahan yang Timbul dalam Perjanjian Kredit dengan 
Menggunakan Hak Tanggungan dan Cara Mengatasi Permasalahan di 
Mitra Mayapada Usaha (MMU) di Surakarta 
Dalam praktik pelaksanaan perjanjian kredit di Mitra Mayapada Usaha 
(MMU) di Surakarta ditemukan beberapa permasalahan yang timbul antara lain: 
1. Pihak pemegang Hak Tanggungan kesulitan mengawasi penggunaan barang 
jaminan yang dititipkan pemberi Hak Tanggungan, karena meskipun pemberi 
Hak tanggungan berkewajiban memelihara, namun kadang ada pemberi Hak 
Tanggungan yang beritikat kurang baik, sehingga mempergunakan barang 
jaminannya seenaknya sehingga akan menurunkan nilai barang. 
2. Pihak pemegang Hak Tanggungan cukup kesulitan untuk melakukan 
pengawasan secara langsung akan penggunaan kredit yang dicairkan. Hal 
tersebut disebabkan banyaknya pemberi Hak Tanggungan yang harus diawasi, 
karena penyalahgunaan kredit akan dapat menimbulkan masalah tersendiri bagi 
pemberi Hak Tanggungan, sehingga pada akhirnya pemberi Hak Tanggungan 
akan kesulitan melunasinya. 
3. Pihak pemberi Hak Tanggungan biasanya mempersulit untuk menyerahkan 
barang jaminannya, apabila adanya penarikan terhadap barang jaminan atau 
penyitaan oleh pihak Mitra Mayapada Usaha. Misalnya saja, barang jaminan 
tersebut ternyata digadaikan ke saudara si pemberi Hak Tanggungan atau si 
pemberi Hak Tanggungan tersebut pergi menghindar agar tidak bertemu oleh 
pihak penyitaan, dan masih banyak yang lain. 
Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan atau kendala-kendala tersebut 






1. Pengawasan terhadap barang jaminan yang dijaminkan oleh debitur dan  Mitra 
Mayapada Usaha memeriksa secara berskala satu (1) bulan sekali terhadap 
barang jaminan tersebut.  
2. Pengawasan dalam penggunaan kredit yaitu mengadakan pemeriksaan serta 
mengadakan analisis secara periodik usaha debitur secara kelayakan usahanya. 
3. Agar pihak debitur mau menyerahkan barang jaminannya dengan suka rela 
kepada Mitra Mayapada Usaha, melakukan pendekatan dan memberikan 
pengertian kepada debitur yang cidera janji untuk melunasi utangnya atau 




1. Mitra Mayapada Usaha (MMU) Surakarta hendaknya tetap konsisten 
keberadaanya dalam masyarakat serta mampu bersaing secara sehat dan lebih 
meningkatkan pelayanan terhadap nasabah. 
2. Dalam rangka menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti adanya 
wanprestasi yang dilakukan oleh debitur, maka pihak MMU sebelum 
memberikan kredit harus lebih hati-hati dan teliti dalam menilai dan memeriksa 
baik calon debitur maupun barang-barang yang dijadikan jaminan dengan 
menggunakan Hak Tanggungan tersebut tidak hanya berdasarkan pada laporan, 
tetapi juga hendaknya berdasarkan bukti dan / atau keadaan yang sebenarnya di 
lapangan. 
3. Sebagai debitur hendaknya tidak berbuat curang atau nakal dalam menjalankan 
perjanjian kreditnya agar tidak ada yang merasa dirugikan dan melakukan 
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